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KATA PENGANTAR

l)L-IJI dan syukur ke hadirat Allah SWT sehingga Katalog Peraturan Perundang-undangan
Bidang Keschatan Tahun 2017 dapat diterbitkan.

Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan menerbitkan
ate y ' T s = 3

Katalog Peraturan PLrundang-undangan Bidang Kesehatan secara berkala setiap tahun,

setelah Katalog Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan Tahun 2016 diterbitkan

Tahun 2018, pada tahun ini Juga Katalog Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan
Tahun 2017 dapat diterbitkan.

Katalog Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan dibuat sebagal impl@mentasi dari
amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dg s1 dan
[Informasi Hukum Nasional (JDIHN) dalam hal ini upaya pendayagung ;
secara tertib, terpadu, berkesinambungan, serta merupakan sarana -ﬁ-
informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Disamping juga sebagai
pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 T 2015 tentdng Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan dalam hal ini aNpelaksanaan urusan
dokumentasi, kodifikasi, dan publikasi hukum.

Peraturan  Menteri  Kesehatan, Keputusan
Kesehatan, Keputusan Sekretaris Jenderal

Metode yang digunakan dalam pen
Rules (AACR) yang disesuaikan

menjadi alat bantu y ddfam mencari produk hukum yang dikeluarkan Kementerian
Kesehatan. Sel endapatkan produk hukum yang diinginkan, pembaca dapat
' um dan Organisasi di alamat http://www.hukor kemkes.go.id

Semoga bé@rman

Jakarta, Agustus 2018
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd

Sundoyo, SH, MKM .M. Hum
NIP 196504081988031002
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PRODUK HUKUM KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2017

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TAHUN 2017

Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan)|
Peraturan Menteri No. 1 Tahun 2017
tanggal 3 Januari 2017 tentang Pelaksanaan Pemberian izin Belajar bagi

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan. -- Jakarta,
2017.

L 215 him.
BN (2017) : 134
Mencabut PMK No 43/2012

PNS.KEMENTERIAN KESEHATAN - BELAJAR -
PELAKSANAAN
PERMENKES Kemkes

Indonesia. Kementerian Kesehat
[Peraturan Perundang-undanga
Peraturan Menteri No.

tanggal 5 Januari 204 ten

Jakarta, 2017.
LL vl
BN (2017) : &

Perubahan Penggolongan Narkotika. --

I

NA

NGGOLONGAN - PERUBAHAN

S Kemkes

sia. Kementerian Kesehatan.

[Peraturan Perundang-undangan]|

Peraturan Menter1 No. 3 Tahun 2017
tanggal 5 Januari 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika. -
Jakarta, 2017.

LL :16 hlm.

BN (2017) :7

PSIKOTROPIKA — PENGGOLONGAN -~ PERUBAHAN

PERMENKES Kemkes
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Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan|
Peraturan Menteri No. 4 Tahun 201 7
tangeal 17 Januari 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menter
KL‘,:L:']LN.IH Nomor 32 Tahun 2016 tentang Standar Tant Pelavanan
Keschatan dalam Penyelenggaraan Program Jamman Keschatan., -
Jakarta, 2017.
Ll :6 hlm.

BN (2017) : 143

JAMINAN KESEHATAN — STANDAR TARIF - PEDOMAN

PERMENKES ‘mkes

Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan]
Peraturan Menteri No. 5 Tahun 2017

tanggal 19 Januari 2017 tentang Rencana
Penyakit Tidak Menular Tahun 2015-2
LL :67 hlm.
BN (2017) : 207

si NasionafPenanggulangan
art@2017.

PENYAKIT TIDAK MU - PENANGGULANGAN -
RENCANA AKSINA

PERMEN Kemkes

erian Kesehatan.
erundang-undangan]

nggal”25 Januari 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
esehatan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penetapan Nilai Tingkat
unjangan thaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Bekerja
sebagai Pekerja Radiasi di Bidang Kesehatan. -- Jakarta. 2017 ‘
LL : 5 him. ’ |

BN (2017) :423

RADIASI - TUNJANGAN - PERUBAHAN

PERMENKES o
emkes
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8.

A

Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan)
Peraturan Menteri No. 7 Tahun 2017

tanggal 25 Januari 2017 tentang Penggunaan Logo Kementerian
Kesehatan. -- Jakarta, 2017,

LL © 15 hlm.
BN (2017) :221
Mencabut PMK No 569/1984

KEMENTERIAN KESEHATAN — LOGO - PENGGUNAAN

PERMENKES x

Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan|
Peraturan Menteri No. 8 Tahun 2017

tanggal 25 Januari 2017 tentang Eradik
L4 : 142 hlm.
BN (2017) : 351

ERADIKASI FRAMBUSIA

PERMENKES Kemkes

Indonesia. erlan Kesehatan.

Mencabut PMK No 922/1993, KMK No 1332/2002

APOTEK

PERMENKES Kemkes



10. Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan]

Peraturan Menteri No. 10 Tahun 2017
tanggal 31 Januari 2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana

Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017. --

Jakarta, 2017.
LL - 8 him.

BN (2017) :390
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK - PENGGUNAAN — PETUNJUK

OPERASIONAL
\vkes

PERMENKES

11. Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan]
0

Peraturan Menteri No. 11 Tahun 2
tanggal 5 Februari 2017 tentang Kesel Pasten. -- Jakarta, 2017.

LL : 58 him.
BN (2017) : 308

PASIEN - KESE T

PERMENKE Kemkes

Februari 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi. -- Jakarta,

: 162 him.
BN (2017) :559
Mencabut PMK No 42/2013

IMUNISASI - PENYELENGGARAAN

PERMENKES
Kemkes



13.  Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan]
Peraturan Menteri No. 13 Tahun 2017
tanggal 7 Februari 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat
Terpadu di Lingkungan Kementerian Kesehatan. -- Jakarta, 2017.
LL : 19 him.
BN (2017) : 352

PENGADUAN MASYARAKAT TERPADU — PENANGANAN

PERMENKES V

14.  Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan]
Peraturan Menteri No. 14 Tahun 2017

tanggal 10 Februari 2017 tentang T

Kementerian Kesehatan. -- Jakarta, 2015,
L : 158 hlm.
BN (2017) :330

as di Lingkungan

TATA NASKAH DINAS — ERIAN KESEHATAN

PERMENKES Kemkes

15. Indonegsd tertan Kesehatan.

n Pémundang-undangan]

enteri No. 15 Tahun 2017

ebruari 2017 tentang Penanggulangan Cacingan. -- Jakarta,

LL : 78 hlm.
N (2017) :438
Mencabut KMK No 424/2006

CACINGAN — PENANGGULANGAN

PERMENKES Kemkes



Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan|

steri No. 16 Tahun 2017

2017 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan

Nusantara Sehat. -- Jakarta, 2017.

Peraturan Mer
tanggal 22 Februari
dalam mendukung program

LL 31 him.

BN (2017) : 560
Mencabut PMK No 23/2015: PMK No 9/2013; PMK No 80/2015.

TENAGA KESEHATAN - PROGRAM NUSANTARA SEHAT

PENUGASAN KHUSUS
\rkes

PERMENKES

17. Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan]
Peraturan Menteri No. 17 Tahun 20

tanggal 7 Februari 2017 tentang Ren AksigPengembangan Industri
Farmasi dan Alat Kesehatan. -- Jakarta,

LL : 89 him.

BN (2017) :353 s

INDUSTRI F S -~ PENGEMBANGAN

E N Kemkes

P
18. nesia® Kementerian Kesehatan.
Perundang-undangan]
Menteri No. 18 Tahun 2017
27 Februari 2017 tentang Penyel ji '
. yelemggaraan U
Jabatan Fungsional Kesehatan. -- Jakarta, 2017. o e
LL : 40 hlm.
BN (2017) :482

JABATAN FUNGSIONAL KE
PENYELENGGARAAN SEHATAN - UJI KOMPETENSI -

PERMENKES
Kemkes



19. Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan)
Peraturan Menteri No. 19 Tahun 2017
tanggal 3 Maret 2017 tentang Pedoman Pendanaan Program Indonesia
Schat dengan Pendekatan Keluarga. -- Jakarta, 2017.
LL 024 him.
BN (2017) :432

PENDANAAN — PROGAM INDONESIA SEHAT - PEDOMAN

PERMENKES V

20. Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan)|
Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2017
tanggal & Maret 2017 tentang Cara
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangg
| 60 hlm.
BN (2017) :590

t Kesehatan dan
akarta, 2017.

ALAT KESEHATAN . BUATAN

PERMENKES Kemkes

rian Kesehatan.
erundang-undangan]
Menteri No. 21 Tahun 2017
9 Maret 2017 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Pendukung
chatan dalam Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Arab Saudi. -
Jakarta, 2017.

LL : 24 him.

BN (2017) : 549

Mencabut PMK No 98/2014

HAJI - TENAGA PENDUKUNG — PENGADAAN - PEDOMAN

PERMENKES Kemkes



53 Indonesia. Kementerian Keschatan.
[Peraturan Perundang-undangan]
Peraturan Menteri No. 22 Tahun 2017
taneeal 15 Maret 2017 tentang Perubahan atas Peraturan  Menter
KL‘;L:h&llllll Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan. -- Jakarta, 2017.
LL - 16 him.
BN (2017) : 509

KEMENTERIAN KESEHATAN - PNS - PAKAIAN DINAS
HARIAN - PERUBAHAN

PERMENKES \1kcs

23. Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan]
Peraturan Menteri No. 23 Tahun 20
tanggal 15 Maret 2017 tentang Pegub edua atas Peraturan Menter!
Kesehatan Nomor 71 Tahun 2018 ten ayanan Keschatan pada
Jaminan Kesehatan Nasional.
LL : 4 hlm.
BN (2017) :510

JAMINAN EHATAN NASIONAL - KESEHATAN

PELAYANA

PER@ Kemkes
24. [ Indonesi ementerian Kesehatan.

eraturan Perundang-undangan]
eraturan Menteri No. 24 Tahun 2017
tang_gal 21 Maret 2017 tentang Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS
Nasional. -- Jakarta, 2017,
LL : 9 hlm.
BN (2017) : 548
Mencabut KMK No 35/2017

AIDS NASIONAL - PENANGGULAN -
KOMISI GAN SEKRETARIAT

PERMENKES Kemkes



23,

Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan|
Peraturan Menteri No. 25 Tahun 2017

tanggal 21 Maret 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan

Dana Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2017. --
Jakarta, 2017.

LL 23 him.
BN (2017) : 591

DANA  DEKONSENTRASI - PENGGUNAAN -— PE JUK

TEKNIS - PERUBAHAN

PERMENKES emkes

26. Indonesia. Kementerian Kesehatan.

[Peraturan Perundang-undangan]

Peraturan Menteri No. 27 Tahun 204 7
tanggal 12 Mei 2017 tentang Pedoman han dan Pengendalian
Infeksi di Fasilitas Pelayanan K. -- JaKarta, 2017.

LL : 171 hlm.

BN (2017) : 857

Mencabut KMK No 82/2007

FASILITAS PELA KESEHATAN - PENCEGAHAN... -

INFEKSI - BED N

PE Kemkes

274 IndonesiaKementerian Kesehatan.
turan Perundang-undangan]
Peraturan Menteri No. 28 Tahun 2017

tanggal 16 Mei 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. --
Jakarta, 2017.

LL - 48 him.
BN (2017) : 954
Mencabut PMK No 1464/2010

BIDAN — PENYELENGGARAAN PRAKTIK - IZIN

PERMENKES Kemkes



28. Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan]

Peraturan Menteri No. 29 Tahun 2017 |
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mentert Kesehatan

tanggal 16 Mel
yudara dan Kanker Lcher

Nomor 34 Tahun 2015 tentang Kanker Pa
Rahim. -- Jakarta, 2017.

L1 : 40 hlm.

BN (2017) : 1001

KANKER PAYUDARA — KANKER LEHER RAHIM
PENANGGULANGAN — PERUBAHAN

PERMENKES \cmkcs

29,  Indonesia. Kementerian Kesehatan.

[Peraturan Perundang-undangan]

Peraturan Menteri No. 30 Tahun 2
tanggal 20 Juni 2017 tentang P edya atas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 1148/MEN /PERW1/2011 tentang Pedagang Besar
Farmasi. -- Jakarta, 2017.

EL : 7 him.

BN (2017) : 863

PEDAGAN(Q ASI - PERUBAHAN KEDUA
PER@ Kemkes

30. 4 In sia. eémenterian Kesehatan.
an Perundang-undangan]
raturan Menteri No. 31 Tahun 2017
tanggal 16 Mei 2017 tentang Tata Hubungan Kerja Penetapan Jabatan

Fungsional Bidang Kesehatan. -- Jakarta, 2017.
EL : 38 hlm.
BN (2017) : 1049

JABATAN FUNGSIONAL —- TATA HUB
i UNGAN KERJA —

PERMENKE
3 Kemkes



31.  Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Pcrundang-undangan]
Peraturan Menteri No. 32 Tahun 2017

tanggal 20 Juni 2017 lentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan
dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam

Renang, Solus pPer Aqua, dan Pemandian Umum. -- Jakarta, 2017.
LL 31 hlm.
BN (2017) : 864

Mencabut PMK No 416/1990; 061/1991: 8/2014

AIR —~ KESEHATAN LINGKUNGAN - STANDAR BAKU MUTU

PERMENKES s

32, Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan)|
Peraturan Menteri No. 33 Tahun 201
tanggal 7 Juni 2017 tentang MofRlitorin Evaluasi terhadap
Perencanaan, Pengadaan Berdasar ektronik dan Pemakaian
Obat. -- Jakarta, 2017.
LL : 7 hlm.
BN (2017) : 896
OBAT - KATAL% NIK — MONITORING...
PERME@ Kemkes

esla. nterian Kesehatan.

turdh Perundang-undangan]

eraturan Menteri No. 34 Tahun 2017

al 7 Juni 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit. -- Jakarta, 2017.
LL : 12 him.

BN (2017) :1023

Mencabut PMK No 012/2012

ta

RUMAH SAKIT — AKREDITASI

PERMENKES Keners



34. Indonesia. Kementerian Keschatan.
[Peraturan Perundang-undangan]

Peraturan Menteri No. 35 Tahun 2017
tentang Pelaporan Harta kekayaan Penyelenggara

tanggal 7 Jum 2017
arta, 2017.

Negara di Lingkungan Kementerian Keschatan. -- Jak
LL : 8 him.
BN (2017) :927
Mencabut KMK No 165/2015
KEMENTERIAN KESEHATAN — PENYELENGGARA NEGARA
HARTA KEKAYAAN — PELAPORAN

PERMENKES \nkcs
35. Indonesia. Kementerian Kesehatan.

[Peraturan Perundang-undangan]

Peraturan Menter1 No. 37 Tahun 20

tanggal 13 Juni 2017 tentang Pelayana ¢h Tradisional . --
Jakarta, 2017.
LL : 17 hlm.

BN (2017) : 1074
Mencabut PMK No 2

0
KESEHATA@ AL INTEGRASI - PELAYANAN
PERMEN Kemkes

36. 4In 1. enterian Kesehatan.
[ an Perundang-undangan)|
aturan Menteri No. 38 Tahun 2017
tanggal. 18 Juli 2017 tentang Tata Hubungan Kerja Penanganan Unjuk
Rasa di Lingkungan Kementerian Kesehatan. -- Jakarta, 2017
LL - 40 him. o
BN (2017) : 1307

KEMENTERIAN KESEHATAN — UNJUK —
R s RASA — PENANGANAN

PERMENKES
Kemkes



37.  Indonesia Kementerian Kesehatan.

[Peraturan Pcrundang-undangan|

Peraturan Menteri No. 39 Tahun 2017
tanggal 19 Juli 2017 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter
dan Dokter Gigi Indonesia. -- Jakarta, 2017.

LL IS him.

BN (2017) : 1088

Mencabut PMK No 299/2010

DOKTER... - PROGRAM INTERNSIP — PENYELENGGARAAN

PERMENKES

38.  Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan)|
Peraturan Menteri No. 40 Tahun 2017
tanggal 25 Juli 2017 tentang Pengembang@n Jegfang Karir Profesional
Perawat Klinis . -- Jakarta, 2017.
LL : 72 hlm.
BN (2017) : 1129

PERAWAT KLINIS - IR ... - PENGEMBANGAN

PERMENKES

Kemkes

ndang-undangan]
ntert No. 41 Tahun 2017

- 18 him.
N (2017) : 1089
Mencabut PMK No 2/2017

NARKOTIKA - PENGGOLONGAN - PERUBAHAN

PERMENKES Kemkes



40. Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan]
Peraturan Menteri No. 42 Tahun 2017
tanegal 9 Agustus 2017 tentang Pengangkatan Pegawal Negert Sipil
dalam Jabatan Fungsional Kesehatan melalul Penyesuaian/Inpassing . --
Jakarta, 2017.
LL : 45 him.
BN (2017) : 1187

JABATAN FUNGSIONAL ~ INPASSING ... - PENGANGKATAN

PERMENKES chs

41. Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan]
Peraturan Menteri No. 43 Tahun 2017
tanggal 24 Agustus 2017 tentang gFenyusuna Formasi Jabatan
Fungsional Kesehatan. -- Jakarta, 201

LL : 100 him.

BN (2017) : 1310

JABATAN FUNGSION SEHATAN -~ FORMASI
PENYUSUNAN

PERMEN @ Kemkes

42. IndeftesiaKe terian Kesehatan.
am Perundang-undangan]
Menteri No. 44 Tahun 2017
tangga

4 Agustus 2017 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di
ingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan . -- Jakarta, 2017.
LL : 26 hlm.

BN (2017) : 1267
Mencabut PMK No 743/2010; PMK No 77/2013

PNS. KANTOR KESEHATAN PELABUHAN — PAKAIAN DINAS

PERMENKES e
es



43.

Indonesia. Kementerian Keschatan.
[Peraturan I’cnmdung-undangan]
Peraturan Menteri No. 45 Tahun 2017

tanggal 4 Oktober 2017 tentan
Psikolog Klinis. -- Jakarta, 2017.
L 20 hlm,
BN (2017) : 1493

g lzin dan Penyelenggaraan Praktik

PSIKOLOG KLINIS -~ PRAKTIK - IZIN PENYELENGGARAAN

PERMENKES kes

44.  Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan)|
Peraturan Menteri No. 48 Tahun 2017
tanggal 8 November 2017 tentang Pgdor Pe@ncanaan dan
Penganggaran Bidang Kesehatan. -- Jakarigd®20
LI 81 him,
BN (2017) : 1612
Mencabut PMK No 7/2014

KESEHATAN - PERENC
PEDOMAN

A DAN PENGANGGARAN -

PERMENKE Kemkes

November 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan
gan dan Persyaratan Kesehatan untuk Vektor dan Binatang
1bawa Penyakit serta Pengendaliannya. -- Jakarta, 2017.

L : 82 him.

BN (2017) : 1592

Mencabut PMK No 374/2010

BAKU MUTU KESEHATAN LINGKUNGAN - VEKTOR -
PERSYARATAN — STANDAR

PERMENKES Kemkes



46. Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan]|
Peraturan Menteri No. 52 Tahun 2017
tangeal 13 November 2017 tentang
]HH:I;HHJJ('fh'h.'m‘J‘ Virus. Sifilis, dan Hepatiis B dari Ibu ke Anak. --

Fhiminast  Penularan  Human

Jakarta. 2017.
LL - 84 him.
BN (2017) : 1614

HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS — SIFILIS — HEPATITIS B
IBU KE ANAK - ELIMINASI PENULARAN

PERMENKES \nkcs
47. Indonesia. Kementerian Kesehatan.

[Peraturan Perundang-undangan]

Peraturan Menter1 No. 53 Tahun 20

tanggal 13 November 2017 tenta ahapfatas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 [tentan njuk Teknis Penggunaan
Pajak Rokok untuk Pendana Kesehatan Masyarakat. --

Jakarta, 2017.
| : 5 him.
BN (2017) : 1694

ROKOK - P -~ PERUBAHAN
PE Kemkes
48. dones menterian Kesehatan.

turan Perundang-undangan]
Peraturan Menteri No. 54 Tahun 2017
ggal 4 Desember 2017 tentan
g Penanggulangan Pemasuno :
Orang dengan Gangguan Jiwa. -- Jakarta, 2017. - R RS
LL 211 hlm.
BN (2018) : 14

JIWA - 0ODGJ - PEMASUNGAN - PENANGGULANGAN

PERMENKES Rl
emkes



49.

50.

Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Pcrundang-undangan]
Peraturan Menteri No. 56 Tahun 2017

tanggal 13 Desember 2017 t
Kesehatan Nomor 28 Tahu
Kesehatan dan Informasi Kes

entang Perubahan atas Peraturan Menteri
n 2013 tentang Pencantuman Peringatan
chatan pada Kemasan Produk Tembakau. --

Jakarta, 2017.
LL : 37 him.
BN (2018) : 58
TEMBAKAU - PERINGATAN DAN INFORMASI KESEHA -
PERUBAHAN
PERMENKES emKkes
Indonesia. Kementerian Kesehatan. >
[Peraturan Perundang-undangan)|
Peraturan Menteri No. 57 Tahun 201
tanggal 18 Desember 2017 te ng ahan  Penggolongan
Psikotropika. -- Jakarta, 2017.
Ll : 7 hlm.

BN (2017) : 1916
Mencabut PMK No 3/201

PSIKOTROPIKAGPENGGQIONGAN — PERUBAHAN

PERM E@ Kemkes

terian Kesehatan.
aturah Perundang-undangan]
eraturan Menteri No. 58 Tahun 2017
tari@gal 18 Desember 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. -
- Jakarta, 2017.
LL - 7 hlm.
BN (2017) : 1917
Mencabut PMK No 41/2017

NARKOTIKA - PENGGOLONGAN - PERUBAHAN

PERMENKES Kemkes




52 Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan]

' sntert N ) Tahun 2017
Peraturan Menteri No. 6( | N
; 2017 tentang Tata Niaga Impor Alat Kesehatan,

tangeal 29 Desember Al 3 ‘
'\I‘l] Keschatan Diagnostik /n Iitro dan Perbekalan Kesechatan Rumah

Tangga. -- Jakarta, 2017.
LL - 11 him.
BN (2018) :33

ALAT KSEHATAN - ALAT KESEHATAN DIAGNOSTIK IN
VITRO - TATA NIAGA IMPOR - PKRT

PERMENKES \mkcs

53. Indonesia. Kementerian Kesehatan.

[Peraturan Perundang-undangan]

Peraturan Menteri No. 62 Tahun 20
tanggal 29 Desember 2017 tentan@ylziff” E Alat Kesehatan, Alat
Kesehatan Diagnostik /n Vitro danjPerbekal esehatan Rumah Tangga.
-- Jakarta, 2017.

# 8 : 51 him.

BN (2018) : 82

Mencabut PMK No
ALAT KE —WALAT KESEHATAN DIAGNOSTIK IN
VITRO — 1Z DAR
Kemkes
g sta. Kementerian Kesehatan.
eraturan Perundang-undangan|
Peraturan Menteri No. 63 Tahun 2017

tanggal 29 Desember 2017 tentang Cara Uji Klinik Alat Kesehatan yang
Baik. -- Jakarta, 2017.

1k : 97 hlm.
BN (2018) : 106
Mencabut PMK No 1190/2010

ALAT KESEHATAN - KLINIK — CARA UJI

PERMENKE
’ Kemkes
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B. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TAHUN 2017

55, Indonesia. Kementerian Kesehatan.

[Peraturan Pcrundang-undangan]
Keputusan Menteri No. HK.01.07/MENKES/1/2017

lfmggal 3 Januari 2017 lentang Tim Penulis
Sambulanx’Arahan/Paparan/Mcnlcri Kesehatan Tahun 2017. -- Jakarta,
2017.

LL :5him

Mencabut KMK No 41/2016

MENTERI KESEHATAN - SAMBUTAN... - TIM PENULIS \

KEPMENKES emKes

56.  Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan]
Keputusan Menteri No. HK.01.07/ MENKE
tanggal 9 Januari 2017 tentang Kol
-- Jakarta, 2017.

LL : 14 him.

Mencabut KMK No 38 L No 157/2015

17
angan Kanker Nasional.

-

KANKER NASIQNALLPENRNGGULANGAN — KOMITE

KEPMEMNKES Kemkes

1enterian Kesehatan.

an Perundang-undangan]

eputusan Mentert No. HK.01.07/MENKES/24/2017 .

tanggal 13 Januari 2017 tentang Pengurus Korps Pegawai Republik

Indonesia Kementerian Kesehatan Periode 2015-2020. -- Jakarta, 2017.
LL : 11 him.

KORPRI - KEMENTERIAN KESEHATAN - PENGURUS

KEPMENKES Kemkes



58 Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan] o
Keputusan Menteri No. HK.01.07/MENKES/35 Z(llA7.
tangeal 18 Januari 2017 tentang Sekretariat Komisi Penanggulangan
AIDS Nasional. -- Jakarta, 2017.
LL :3hlm.

AIDS  NASIONAL - KOMISI  PENANGGULANGAN

SEKRETARIAT

KEPMENKES Nkcx

59.  Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan]
Keputusan Menteri No. HK.01.07/ME

tanggal 27 Januari 2017 tentang Ti

gas Belajar dan 1zin

Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipd K iaft’ Kesehatan. -- Jakarta,
2017.

LL :7him.

PNS.KEMENTERI - TUGAS BELAJAR... - TIM
PEMUTIHAN

Kemkes

an Menteri No. HK.01.07/MENKES/45/2017

31 Januari 2017 tentang Pelaksanaan Kampan :

isasi e dan Introduks

hllul?isasx Measles Rubella di Indonesia. -- Jakarta 2p0”y SRS
: 5 him. ' .

IMUNISASI - KAMPANYE... — PELAKSANAAN

KEPMENKES Rt
emkes
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61, Indonesia Kementerian Kesehatan.

[Peraturan I’urundang—undungan|

Keputusan Menteri No. HK 01 07/MENKES/46/2017
tanggal 31 Januari 2017 tentang Kelompok Kerja Penyusunan Standar
Antropometri Penilaian Status Gizi Masyarakat. -- Jakarta, 2017.

LL 7 him.

GIZI MASYARAKAT - STANDAR  ANTROPOMETRI -
KELOMPOK KERJA

KEPMENKES kes

62. Indonesia. Kementerian Keschatan.

[Peraturan Perundang-undangan]

Keputusan Menteri No. HK.01.07/MENK
tanggal 2 Februari 2017 tentang Peru
Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKE
Komite Penempatan Dokter Spesiali
Jakarta, 2017.

LL : 7 hlm.

utusan Menten

ntang Keanggotaan
Tahun 2016-2019. --

DOKTER SPESIALIS RUBAHAN

KEPMENKE Kemkes

1enterian Kesehatan.
ratutan Perundang-undangan)
Keputusan Menteri No. HK.01.07/MENKES/56/2017 .
goal 3 Februari 2017 tentang Panitia Peringatan Han Kanker Sedunia
Tahun 2017, -- Jakarta, 2017.

LL :7hlm.

HARI KANKER SEDUNIA — PERINGATAN — PANITIA

KEPMENKES Kemkes




64.  Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan| e
Keputusan Mentert No. HK.01.07 T\H'.NI\IL:S 5712017
taneeal 3 Februart 2017 tentang Pemberian Penghargaan Pelaksanaan
E/r:';r.nm Monitoring and Evaluation (E-Monev) Rencana Pembangunan
di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2016 (E-Monev Award
2016). -- Jakarta, 2017.

LL :4hlm.

E-MONEV - PENGHARGAAN

KEPMENKES \nm

65. Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan]
Keputusan Mentert No. HK.01.07/

tanggal 3 Februari 2017 tentang Ti
Kesehatan. -- Jakarta, 2017.

LL : 12 him.

KESEHATAN - RIQAGAAN ~TIM

KEP@@ Kemkes
ndonesi

66. d a. Kementerian Kesehatan.
Q | [Peraturan Perundang-undangan]
utusan Menteri No. HK.01.07/MENKES/66/2017
tanggal 7 Februari 2017 tentang Pemutihan Tugas Belajar dan Izin

?g:a;jar bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan. -- Jakarta,

1L 3k

Ketenagaan di Bidang

PNS.KEMENTERIAN KESEHATAN —
s pningad TUGAS BELAJAR... -

KEPMENKES Kemk
emkes
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67. Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Pcrundang—undangan]
Keputusan Menter; No. HK.01.07/MENKES/67/2017

tanggal 7 Februari 2017 tentang Rapat Kerja Kesehatan Nasional Tahun
2017. -- Jakarta, 2017

LL : 11 him.

RAKERKESNAS PENYELENGGARAAN

KEPMENKES

Kemkes
68.  Indonesia. Kementerian Kesehatan.

[Peraturan Perundang-undangan)

Keputusan Menteri No. HK.01.07/MENKES/ 70/
tanggal 10 Februari 2017 tentang Penetapan Rurfiah mum Daerah
DR. Soetomo Surabaya sebagai Rumah it didik@n. - Jakarta,

2017.
L1, =5 Kim
RSUD DR. SOETOMO SURA — RS.PENDIDIKAN —

PENETAPAN
KEPMENKES @s Kesnlie

ndang-undangan]
enteri No. HK.01.07/MENKES/75/2017

n Nomor HK.02.02/MENKES/355/2016 tentang Satuan Tugas
enanggulangan Vaksin Palsu. -- Jakarta, 2017.

L 73 him.

Mencabut KMK No 355/2016

VAKSIN PALSU - PENANGGULANGAN - SATUAN TUGAS -
PENCABUTAN

KEPMENKES Kemkes



70.  Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan] o
Keputusan Menteri No. HK.02.02 MI-,N}\I-_S 76 '.'“,] 7 |

10 Februari 2017 tentang Komite National Authority  for

tanggal 3 R ;
ka Fradikasi Polio. -- Jakarta, 2017.

Containment dalam Rang
LL: 8 him.

ERADIKASI  POLIO NATIONAL  AUTHORITY  FOR
CONTAINMENT — KOMITE

KEPMENKES \'cml\u.\

71. Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan]
Keputusan Menteri No. HK.01.07/M

Pendekatan Keluarga Tahun 2017.
LL : 112 hlm

INDONESIA SEHAT - P?
KEPMENS@ Kemkes
72.  In@enesst. Kementerian Kesehatan.
rat P
Ke

erundang-undangan]
: san Menteri No. HK.01.07/MENKES/91/2017
al 17 Februari 2017 tentang Pedoman Nasion
al Pelayanan
Kedokteran Tata Laksana Komplikasi Kehamilan. -- J akarta, 2017. :

LL : 155 him.

TAN KELUARGA -~ PROGRAM

KEDOKTERAN... - PELAYANAN — PEDOMAN NASIONAL

KEPMENKES _—
emkes
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73, Indonesia. Kementerian Kesehatan.

[Peraturan Perundan

Keputusan Menteri
tanggal 20 Februari
Jakarta, 2017,

LL : 7 him.

g-undangan]|
No. HK.01.07/MENKES/94/2017
2017 tentang Komite Transplantasi Nasional, --

TRANSPLANTAS] NASIONAL —~ KOMITE

KEPMENKES K\

74.  Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan]
Keputusan Menteri No. HK.01 .07/MENKES/

tanggal 20 Februari 2017 tentang Tim Kogfdinasi P m Indonesia
Sehat dengan Pendekatan Keluarga. -- Jak

LL : 10 hlm.
INDONESIA SEHAT - p KELUARGA - TIM
KOORDINASI
KEPMENKES Kemkes

undang-undangan|

entert No. HK.01.07/MENKES/107/2017

27 Februari 2017 tentang Komite Nasional Penyusunan
arium Nasional. -- Jakarta, 2017.

LL : 14 hlm

Mencabut KMK No 140/2015

FORMULARIUM NASIONAL - PENYUSUN - KOMITE
NASIONAL

KEPMENKES * Kemkes



76, Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan]| e
Keputusan Mentert No. HK.01.07 I\lfiNI\}‘.b'.l-()t\ f'“,l 7 o

tanecal 27 Februari 2017 tentang Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis
.-\néialan Pertama Tahun 2017. - Jakarta, 2017.
LL :7him

DOKTER SPESIALIS — WAJIB KERJA PESERTA

KEPMENKES \I\‘C]]]]\'L‘s

77.  Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan]
Keputusan Menteri No. HK.01.07/ME 92917

tanggal 1 Maret 2017 tentang KomitegfNasienal yusunan Daftar Obat

Esensial Nasional. -- Jakarta, 2017
LL :8hlm
Mencabut KMK No 141/2@%h5
DAFTAR OBAT ESENSI IONAL - PENYUSUN - KOMITE

NASIONAL

RS MEN @ Kemkes

78. | IndongsiagKementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan)|
eputusan Menteri No. HK.01.07/MENKES/117/2017
tanggal 8 Maret 2017 tentang Pelaksanaan Kampanye dan Introduksi

Imunisasi Japanese Encephalitis di Provinsi Bali. -- Jakarta, 2017
LL :5him ‘ |

IMUNISASI JAPANESE ENCEPHA -
PELAKSANAAN LITIS — KAMPANYE...

KEPMENKES -
emkes
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79.  Indonesia. Kementerian Kesehatan,
[Peraturan Perundang-undangan]
Keputusan Menter; No. HK.01 07/MENKES/124/2017

tanggal 10 Maret 2017 tentang Kelompok Kerja Standar Mutu dan
Kecukupan Gizi. -- Jakarta, 2017,
LL :7hlm

Mencabut KMK No 526/2016

GIZI - STANDAR MUTU... - KELOMPOK KERJA

KEPMENKES k

80. Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan]
Keputusan Menteri No. HK.01.07/ME S/186/2

tanggal 10 Maret 2017 tentang Komite ungan Kesehatan Tenaga
Kerja Indonesia. -- Jakarta, 2017.
LL :10 him

Mencabut KMK No 348/20
TENAGA KERJA IN PERLINDUNGAN KESEHATAN
- KOMITE @
KEPM@

enterian Kesehatan.
raturan Perundang-undangan]
eputusan Mentert No. HK.01.07/111/126/2017 v
gal 25 April 2017 tentang Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan. -- Jakarta, 2017.

LL :5hlm

Kemkes

81.

ANGGARAN — KUASA PENGGUNA — SEKRETARIS JENDERAL

KEPMENKES Kemkes



2. Indonesia. Kementerian Kesehatan. ]
B an Pe ang-undangan
[Peraturan Perundang-un ng o |
Keputusan Mentert No. HK.01.07/MENKES/128/2017
tanggal 15 Maret 2017 tentang Tim National Health Account (NHA). --

Jakarta, 2017.
LL : 8 him.

NATIONAL HEALTH ACCOUNT - TIM

KEPMENKES Yllkcs

83. Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan|]
Keputusan Menteri No. HK.01.07/MENKES/12 7
tanggal 15 Maret 2017 tentang Tim P sun Standar Teknis Kegiatan
Sasaran Kerja Pegawai di LingkungapdKementert esehatan. -- Jakarta,
2017.
LL :7 hlm

KEMENTERIAN KESE T4 L SAISARAN KERJA PEGAWAI —
STANDAR TEKNIS.— TI SUN
KEPME @ Kemkes

84. Indengsia. enterian Kesehatan.
ragran Perundang-undangan)|
Keputusan Menteri No. HK.01.07/MENKES/130/2017
_ al 21 Maret 2017 tentang Rumah Sakit Jiwa DR. Radjiman
Widiodiningrat Lawang sebagai Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi

Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. -- Jakarta,
2017.

LL :5hlm

RSJ. DR. RADJIMAN WIDIODININGRAT LAW -
PENDIDIKAN Y g

s Kemkes
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85. Indonesia. Kementerian Kesehatan.

[Peraturan Pcrundang—undangan]

Keputusan Menterj No. HK.01.07/111/130/2017
tanggal 12 Mei 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri
Kese‘hatan Nomor HK.02.02/H.V/SK/169/2016 tentang Peserta Tugas
Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan di Lingkungan Kementerian
Kesehatan dan  Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar

Sumber Daya Manusia Keschatan yang Berasal dari Pemerintah Daerah
Angkatan Tahun 2016, -- Jakarta, 2017.

LL : 16 hlm.

TUGAS BELAJAR - BANTUAN - PESERTA —- PERUBAHAN

/

KEPMENKES

86. Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan)|
Keputusan Menteri No. HK.01. NKES/131/2017

tanggal 21 Maret 2017 tentang i gawasan Terpadu Iklan Kesehatan
di Media Massa. -- Jakarta, 2017,

LL : 6 hlm.

IKLAN KESEHA#FAN #PENGAWASAN TERPADU — TIM

KEP Kemkes

87. i@l ecmenterian Kesehatan.
Peraturan Perundang-undangan]
putusan Menter1 No. HK.01.07/111/131/2017
tanggal 5 Mei 2017 tentang Penunjukan dan Pepugasan Sumbt_er Daya
Manusia Kesehatan untuk mengikuti Tugas Belajar Luar Negeri Tahap
Kedua Tahun 2017. -- Jakarta, 2017.
LL : 5 him.

TUGAS BELAJAR — PENUNJUKAN

KEPMENKES Kemkes



{8,  Indonesia. Kementerian Keschatan.

[Peraturan pPerundang-undangan] N .
Keputusan Menteri No. HK.01.07 MEN I\l:§. 132/2017 '
21 Maret 2017 tentang pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran

tanggal
2017.

Tata Laksana Trauma. -- Jakarta,
LL : 169 him

KEDOKTERAN... - PELAYANAN - PEDOMAN NASIONAL

KEPMENKES Kemkes

89 Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan]
Keputusan Menteri No. HK.01.07/ME K 12017

tanggal 22 Maret 2017 tentang Komitg/Pelayana ah. -- Jakarta, 2017.
LL :8hlm
Mencabut KMK No 2310/2011

DARAH - PELAYANA ITE

@Q@ Kemkes

90. 1a. Kementerian Kesehatan.
eraturan Perundang-undangan]
Keputusan Memeri No. HK.01.07/111/149/2017
anggal 2 Juni 2017 tentang Penunjukan dan Penugasan Sumber Daya

Manusia Kesehatan untuk mengikuti .
: t C Tah:
Ketiga Tahun 2017. -- Jakarta, Z%ll 'lfl.l Tugas Belajar Luar Negeri Tahap

LL :5him

TUGAS BELAJAR LN - PENUGASAN — PENUNJUKAN

KEPMENKES
Kemkes



91.  Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Pcrundang-undangan]
Keputusan Menteri No. HK 01 07/MENKES/152/2017

tanggal 30 Maret 2017 tentang Besaran Tunjangan Peserta Wajib Kerja
Dokter Spesialis. -- Jakarta, 2017.
LL :5hlm

WAIJIB KERJA DOKTER SPESIALIS — TUNJANGAN PESERTA -
BESARAN

KEPMENKES k

92. Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan]
Keputusan Menteri No. HK.01.07/MEN

1 Nasional Sanitasi
Total Berbasis Masyarakat ke-3 dan Belunc encana Pengamanan
Air Minum Tahun 2017. -- Jakarta!

LL : 10 hlm.

SANITASI TOTAL KOORDINASI NASIONAL —
PANITIA

KEPMEV@ Kemkes

terian Kesehatan.
n Perundang-undangan)

dalam rangka Pelaksanaan Cuti Bersama Idul Fitri 1438 H/2017 M. --

Jakarta, 2017.
LL : 5him.

CUTI BERSAMA ... - PETUGAS PIKET

KEPMENKES Kemkes

3l



04 Indonesia. Kementerian Kesechatan.
. ‘ » aAano- - ¥ ]I

[Peraturan Perundang-undangar N R

Keputusan Menteri No. HK.01.07 I\f‘th[’\.},‘_bl'l74-".()l7 ‘ -
tangeal 3 April 2017 tentang Komite Verifikasi Nasional Eliminasi
("u;;p'ik dan Pengendalian Rubela (Congental Rubella Svadrome). -
Jakarta, 2017.

LL : 4hlm.

ELIMINASI CAMPAK... — VERIFIKASI NASIONAL — KOMITE

KEPMENKES \Kumkm

95. Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan]
Keputusan Menteri No. HK.01.07/M

tanggal 7 April 2017 tentang Peru
Kesehatan Nomor HK.02.02/M 15 tentang Pengangkatan
Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan 1s Tim (Team Based) dalam
Mendukung Program Nusan t. -- Jakarta, 2017.

5/2017
ed s Keputusan Menteri

LL : 4him.
TENAGA KES ROGRAM NUSANTARA SEHAT -
PENUGAS SUS - PERUBAHAN

Q@ Kemkes

sia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan]
Keputusan Menteri No. HK.01.07/MENKES/186/201 3

tanggal 10 April 2017 tentang Panitia Perin : ‘
; t !
Sedunia Tahun 2017. -- Jakarta, 2017. gatan Hari Tuberkulosis

1L : 8him

HARI TUBERKULOSIS SEDUNIA — PERINGATAN - PANITIA

KEPMENKES k.
emkes
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97.  Indonesia. Kementerian Kesehatan.

[Peraturan Pcrundang-undangan]
Keputusan Menter; No. HK.01 07/MENKES/187/2017

tanggal ‘1() April 2017 tentang Formularium Ramuan Obat Tradisional
Indonesia. -- Jakarta, 2017.

LL : 135 him.

OBAT  TRADISIONAL INDONESIA
FORMULARIUM

KEPMENKES \

98. Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan)|
Keputusan Menteri No. HK.01.07/MENK
tanggal 11 April 2017 tentang Penerim an Program Pendidikan
Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis
Kesatu Tahun 2017. -- Jakarta, 2017.

LL : him.

-  RAMUAN -

DOKTER SPESIALIS - IG1 SPESIALIS - PPDS/PPDGS

KEPMENKES @ Kemkes

99. Indonegi@. Keientéan Keschatan.

e n Pgfindang-undangan]

eput enteri No. HK.01.07/MENKES/191/2017 C i
1" April 2017 tentang Kelompok Kerja Nasional Eliminasi
pak dan Pengendalian Rubela (Congenital Rubela Syndrome). --
a, 2017.

LL : 16 him.

ELIMINASI CAMPAK ... - KELOMPOK KERJA NASIONAL

KEPMENKES Kemkes




100. Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan| ‘ o
Keputusan Menteri No. HK.01.07/MENKES/ 1942017 o |

tanggal 11 April 2017 tentang Pelaksanaan Demonstrasi Pemberian
lnull;isasi Human Papillomavirus di Kota Surabaya, Kota Manado, dan

Kota Makassar. -- Jakarta, 2017.
LL : Shim.

IMUNISASI - DEMONSTRASI - PELAKSANAAN

KEPMENKES \Kcmkcs

101. Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan]
Keputusan Menteri No. HK.01.07

tanggal 11 April 2017 tentang
Sedunia Tahun 2017. -- Jakarta,
EL S

HARI PENDENGARA§ ?D
KE@@ Kemkes

1a. Kementerian Kesehatan.
raturan Perundang-undangan]
Keputusan Menteri No. HK.01.07/MENKES/196/2017
tanggal 11 April 2017 tentang Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis

Angkatan Kedua Tahun 2017. -- Jakarta, 2017
LL : 19 him. N

KES/19542017
itiadPeringatan Hari Pendengaran

IA - PERINGATAN - PANITIA

102.

DOKTER SPESIALIS — WAJIB KERJA — PESERTA

KEPMENKES E
emkes
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103. Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan|
Keputusan Menteri No. HK.01.07/MENKES/199/2017
tanggal 17 April 2017 tentang Pelaksanaan Demonstrasi Pemberian

Imunisasi Pneumokokus Konyugasi di Kabupaten Lombok Barat dan
Kabupaten Lombok Timur. -- Jakarta, 2017.
LL : 4 hlm.

IMUNISASI - DEMONSTRAS] - PELAKSANAAN

KEPMENKES x

104. Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan|
Keputusan Menteri No. HK.01.07/ME

tanggal 25 April 2017 tentang Perpanjan

Internsip Dokter Indonesia Masa Bakfi 201
LL : 3 him.

DOKTER INDONESIA KO E
PERPANJANGAN
KEPMEQ@ Kemkes

ne emefterian Kesehatan.
[Pera erundang-undangan |
an Menteri No. HK.01.07/MENKES/ 2042017

geal 25 April 2017 tentang Mars Perkemahan Bakti Satuan Karya
i Husada Tingkat Nasional. -- Jakarta, 2017.
LL : 5him.

105. In

MARS PERKEMAHAN BAKTI... - TINGKAT NASIONAL

KEPMENKES Kemkes
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106. Indonesia. Kementerian Keschatan.
[Peraturan Perundang-undangan |
Keputusan Menteri No. HK.01.07 MENKES/206/2017
tanggal 25 April 2017 tentang Tim Pengelola Terpadu  Website
Kementerian Kementerian Keschatan Tahun 2017, -- Jakarta, 2017,
LL : 10hIm.

KEMENTERIAN KESEHATAN — WEBSITE — TIM PENGELOLA
TERPADU

KEPMENKES \\'cmm

107. Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan]
Keputusan Menteri No. HK.01.07/

tanggal 3 Mei 2017 tentang Pani
Tahun 2017. -- Jakarta, 2017.
L S

KES/21142017
Pefingatan Hari Malaria Sedunia

A

ERINGATAN - PANITIA

HARI MALARIA SED

Kemkes

108. onesta. Kementerian Kesehatan.
eratdran Perundang-undangan]
san Menteri No. HK.01.07/MENKES/216/2017
al 5 Mei 2017 tentang Penerimaan Bantuan Program Pendidikan

Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Angkatan ke Delapan Belas Tahap
Kedua Tahun 2017. -- Jakarta, 2017.

Mz 11 him

DOKTER SPESIALIS ... - PENDIDIKAN — PENERIMA BANTUAN

KEPMENKES Kemkes
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109. Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan|
Keputusan Menteri No. HK.01.07/MENKES/217/2017

tanggal 5 Mei 2017 tentang Tim Penyelenggara Bidang Kesehatan Asian
Games XVIII Tahun 2018 -- Jakarta, 2017.

LL : 9hlm.

ASIAN GAMES XVIII - KESEHATAN - TIM PENYELENGGARA

KEPMENKES %5,

110. Indonesia. Kementernan Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan]|
Keputusan Mentert No. HK.01.07/MENKE
tanggal 12 Mei 2017 tentang Penvelesai
Kemoterapi Trastuzumab. -- Jakarta, 2014
LL : 17 him.

5/2
:nggunaan Obat

OBAT KEMOTERAPI ... - SENGKETA NYELESAIAN

KEPMEN KES@: s Kemkes

rian Kesehatan.
dang-undangan]
enteri No. HK.01.07/MENKES/226/2017

I11.

Mencabut KMK No 12017

MENTERI KESEHATAN - SAMBUTAN ... — TIM PENULIS

KEPMENKES Kemkes
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112. Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan] 3
Keputusan Menteri No. HK.01.07 MENKI:S'ZEH:‘Z(-H 7 |
taneeal 12 Mei 2017 tentang Panitia Peringatan Hari Kesehatan Sedunia
Tahun 2017. -- Jakarta, 2017.
LL : 6hlm.

HARI KESEHATAN SEDUNIA — PERINGATAN — PANITIA

KEPMENKES \Kmnkcs

113. Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan]
Keputusan Mentert No. HK.01.07/ME

tanggal 12 Mei 2017 tentang Peng
Penugasan Khusus Tenaga Kesehat
Mendukung Program Nusantara Sehat

12817
a Kesehatan dalam
im (7Team Based) dalam
[ Tahun 2017. -- Jakarta,

2017.

LL : 56 hlm.

TENAGA KES PENUGASAN KHUSUS -
PENGANGKA

KEP Kemkes

4. lIndonesia. Kementerian Kesehatan.
raturan Perundang-undangan]
Keputusan Menteri No. HK.01 07/MENKES/235/2017

tanggal 15 Mei 2017 tentang Panitia Penyelenggara Rapat Koordinasi

ggl;{;is TNI Manunggal Membangun Desa ke-99 Tahun 2017. -- Jakarta,

LL : 9hlm.

TNI MANUNGGAL .. - RAPAT KOORDINASI -
PENYELENGGARA ASI — PANITIA

KEPMENKES Kemkes
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115. Indonesia. Kementerian Keschatan.
[Peraturan Perundang-undangan)|
Keputusan Menteri No. HK.02.02/MENKES/236/2017

tanggal 15 Mei 2017 tentang Kelompok Kerja Peng
Dokter Layanan Primer. -- Jakarta, 2017.
LL: 13 hlm.

uatan Implementas;

DOKTER LAYANAN PRIMER - IMPLEMENTASI - KELOMPOK
KERJA

KEPMENKES \

116. Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan]
Keputusan Menteri No. HK.02.02/ME

tanggal 15 Mei 2017 tentang Tim Pe

(Indonesia Research Partnership o
2007,
LL: 7 hlm.

it Menular Indonesia
X Disease). -- Jakarta.

PENYAKIT MENUL . ITIAN - TIM

KEPMENKES Kemkes

117. Indénes: terian Kesehatan.

Perundang-undangan]
an Menter1 No. HK.02.02/MENKES/249/2017
gal 15 Mei 2017 tentang Komite Penilaian Teknologi Kesehatan. --
Jakarta, 2017.
LL: 8 him.
Mencabut KMK No 422/2016

TEKNOLOGI KESEHATAN — PENILAIAN - KOMITE

KEPMENKES Kemkes
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118. Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undan gan|
Keputusan Menteri No. HK.02.02/MENKES/254/2017

tanoeal 29 Mei 2017 tentang Harga Dasar Obat Program Rujuk Balik.
Obat Penyakit Kronis di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat lanjutan
dan Obat Sitostatika. -- Jakarta, 2017,

LL: 13 him.

Mencabut KMK 372/2015

OBAT ... - HARGA DASAR

KEPMENKES \cm]\'g_\

119. Indonesia. Kementerian Kesehatan.

[Peraturan Perundang-undangan]
Keputusan Menteri No. HK.02.02/MEN / 017

S
tanggal 29 Mei 2017 tentang Harga Obat Khusus. -- Jakarta, 2017.
LL: 8 him.
Mencabut KMK No 490,2
OBAT KHUSUS - HAR
KE@@ Kemkes
120.

sia. Kementerian Kesehatan.
erafiran Perundang-undangan|

utusan Meqteri No. HK.02.02/MENKES/256/2017
ggal 29 Mei 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/289/2016 tentang Penetapan

Dewan Pengawas pada Tiga Belas Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis

Kementerian Kesehatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
BiianGLlﬁyanan Umum Periode 2016-2021. -- Jakarta, 2017.
: 6 him.

DEWAN PENGAWAS - RUMAH SAKIT - BLU

REEMENEES Kemkes
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121, Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan|
Keputusan Menteri No. HK.01.07/111/256/2017
tanggal 26 September 2017 tentang Penunjukan dan Penugasan Sumber
Daya Manusia Kesehatan untuk Mengikuti Tugas Belajar Dalam, Negeri
dengan Sumber Dana di Luar DIPA Pusat Peningkatan Mutu Sumber
Daya Manusia Kesehatan Tahap Kesatu Tahun 2017 -- Jakarta, 2017
LL: 4 hlm.

TUGAS BELAJAR — SDM.KES ~ PENUGASAN _ PENUNJUKAN

KEPMENKES —_—

122. Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan]
Keputusan Menteri No. HK.01.07/MEN

nelahaan Perjanjian

Alih Material (Material Transfer Agr@emen carta, 2017.

LL: 6 hlm.

Mencabut KMK No 056/201
PERJANIJIAN ALIH M

ADVOKASI

KEPME@ Kesikes

esia. enterian Kesehatan.
an Perundang-undangan]
eputusan Menteri No. HK.01.07/MENKES/258/2017 _
al 29 Mei 2017 tentang Tim Riset Khusus Vektor dan Reservoir
Penyakit. -- Jakarta, 2017.

LL: 11 him.

Mencabut KMK No 205/2015

NELAHAAN - TIM

123. Ind

VEKTOR —~ RESERVOIR PENYAKIT — TIM RISET

KEPMENKES Kemkes
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124. Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan|
Keputusan Menteri No. HK.01 .()7/MENKES/2$9/20I"/‘
tanggal 29 Mei 2017 tentang Kelompok Kerja Diagnosis dan Pengobatan
h-iaialria. -- Jakarta, 2017.
LL: 5 hlm.
Mencabut KMK 259/2015

MALARIA - PENGOBATAN — DIAGNOSIS - KELOMPOK KERJA

KEPMENKES \Kcmkcs

125. Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan]
Keputusan Menteri No. HK.01.0

tanggal 6 Oktober 2017 tent
Dokter Layanan Primer Tahun 2017.
LL: 8 him.

laya Pendidikan Program
rta, 2017.

DOKTER LAYANAN P
BIAYA

KE@@ Kemkes

126. sia. Kementerian Kesehatan.
craturan Perundang-undangan]
utusan Menteri No. HK.02.02/MENKES/272/2017
nggal 30 Mei 2017 tentang  Tim Penyelenggara Simulasi

Penanggulangan Episenter Pandemi Influenza di Provinsi Banten. --
Jakarta, 2017.

LL: 20 him.

PENDIDIKAN - BANTUAN

EPISENTER PANDEM] INFLUENZA - S| -
PENYELENGGARA i

KEPMENKES Ry es
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127. Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan)|
Keputusan Menteri No. HK.02.02/MENKES/273/2017
tanggal 30 Mei 2017 tentang Tim Verifikasi Kabupaten/Kota Sehat
Tingkat Pusat. -- Jakarta, 2017.
LL: 9 hlm.
Mencabut KMK No 238/2015

KABUPATEN/KOTA SEHAT — TIM VERIFIKASI

KEPMENKES \

128. Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan)
Keputusan Menteri No. HK.02.02/MENK

tanggal 2 Juni 2017 tentang Panitia Penila
Kesehatan Tradisional melalui Pemanfa
Akupresur Tingkat Nasional. -- Jakartd. 201
LL: 7 hlm.
Mencabut KMK No 339/201

2732017
om Asuhan Mandin
amag Obat Keluarga dan

TAMAN OBAT KEL ILAIAN - PANITIA

KEPMENKES Kemkes

erian Kesehatan,
erundang-undangan]
an Menter1 No. HK.01.07/MENKES/275/2017 |
al 2 Juni 2017 tentang Tim Dokter Pemeliharaan Kesehatan bagi
Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Tertentu. -- Jakarta, 2017.

LL: 6 him.

Mencabut KMK No 162/2015

129. Indohesia.

MENTERI DAN PEJABAT TERTENTU - PEMELIHARAAN
KESEHATAN - TIM DOKTER

KEPMENKES Kemkes
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130. Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan|
Keputusan Menter1 No. HK.01.07 [Il‘.»'E‘)E).f'Z()l"/ |
tanggal 17 Oktober 2017 tentang Alih Fungsi Rumah Negara menjad;
Baneunan Gedung Kantor pada Politeknik Kesehatan Kementerian
KesGhatan Yogvakarta. -- Jakarta, 2017.
LL: 4 him.

BANGUNAN GEDUNG KANTOR — POLITEKNIK KESEHATAN
YOGYAKARTA - RUMAH NEGARA — ALIH FUNGSI

KEPMENKES \Kcmkc,,

131. Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan]
Keputusan Menteri No. HK.01.07/

tanggal 21 Juni 2017 tentang Ti
dan Natal Tahun 2017 serta Tahtin
LL: 8 him.

NKES/3 017
da Arus Mudik Lebaran
. -- Jakarta, 2017.

ARUS MUDIK LEBA .. 9TIM KESEHATAN

Kemkes

eraturan Perundang-undangan]
tusan Menteri No. HK.01.07/MENKES/304/2017

ggal 21 Juni 2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor HK.01.07/MENKES/24/2017 tentang Pengurus Korps Pegawai

Republik Indonesia Kementerian Keseh ‘
Jakarta, 2017. atan Periode 2015-2020. --

LL: 3 him.
Mencabut KMK No 24/2017

KORPRI - PENGURUS — PENCABUTAN

K.EPMENKES Kemkcg‘

44



133. Indonesia. Kementerian Kesehatan,
[Peraturan Pcrundang-undangan]
Keputusan Menteri No, HK.01.07/MENKES/307/2017

tanggal 21 Juni 2917 tentang  Komite Nasional Pengkajian dan
Penanggualangan Kejadian ikutan Pasca Imunisasi. -- Jakarta, 2017
LL: 4 him. ‘ :
Mencabut KMK No 431/2012

KIPI' — PENANGGULANGAN - PENGKAJIAN
NASIONAL

KEPMENKES }

134. Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan|
Keputusan Menteri No. HK.01.07/'M

- KOMITE

Informasi Jabatan Fungsional. -- . .
LL: 6 hlm.

JABATAN FUNGSI EMBANGUNAN .. - TIM
KOORDINASI @

KEPME@ Kemkes

esidiKeménterian Kesehatan.
Perundang-undangan]
an Menteri No. HK.01.07/MENKES/310/2017
al 3 Juli 2017 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak pada
Pelayanan Publik Tertentu di Lingkungan Kementerian Keschatan. --
Jakarta, 2017,
LL: 3 him.

135. Ind

PELAYANAN PUBLIK — WAJIB PAJAK — KONFIRMASI

KEPMENKES Kemkes
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136. Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan |
Keputusan Menteri No. HK.01.07 [l 3!8.‘2()17 |
taneoal 21 November 2017 tentang Penunjukan dan Penugasan Sumber
l)a:a; Manusia Keschatan untuk Mengikuti Tugas Belajar Luar Neger
‘I'al.lap Kelima Tahun 2017. -- Jakarta, 2017.
LL: 5 him.

TUGAS BELAJAR —~ PENUNJUKAN

KEPMENKES \ Remkas

137. Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan]
Keputusan Menteri No. HK.01.07/111

tanggal 29 November 2017 tent

Negara berupa Sebagian Bangun

Sardjito untuk digunakan oleh Qptik
LL: 5 him.

RSUP DR. SARDJ{TO 13 SEWA — PENETAPAN
KEPMENK@

138. In 1a. Kementerian Kesehatan.
ran Perundang-undangan)
utusan Menteri No. HK.01.07/111/328/2017
tanggal 29 November 2017 tentang Penetapan Sewa Barang Milik
Negara berupa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan pada Rumah Sakit

Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro untuk digunakan oleh Bank
Tabungan Negara. -- J akarta, 2017.
LL: 5 him.

Sewa Barang Milik
ah Sakit Umum Pusat Dr.
a. -- Jakarta, 2017.

Kemkes

RSUP DR. SOERADIJI TIRTONEGORO - BMN
- —~ TANAH -
BANGUNAN - SEWA — PENETAPAN

KEPMENKES -
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139. Indonesia. Kementerian Kesehatan,
[Peraturan Perundang-undangan)|
Keputusan Menteri No. HK.02.02/MEN KES/337/2017
tanggal 10 Juli 2017 tentang Peserta Wajib Ke
Angkatan Ketiga Tahun 2017, - Jakarta. 2017,
LL:26 hlm.

ra Dokter Spesialis

DOKTER SPESIALIS — WAJIB KERJA PESERTA

KEPMENKES K\

140. Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan)|
Keputusan Menteri No. HK.02.02/MENKE S/

tanggal 12 Juli 2017 tentang Satuan Tugas gendaly asalah Obat di

Fasilitas  Pelayanan Kesehatan pada minan Kesehatan

Nasional. -- Jakarta, 2017,
LL: 6 him.

OBAT —~ PENGENDALIAN — SATUAN TUGAS

KEPMENKES Kemkes

Juli 2017 tentang Petugas Pengelola Sistem Komputerisasi

) Terpadu Bidang Kesehatan Tingkat Provinsi, Kabupaten Kota dan

Kantor Kesehatan Pelabuhan Embarkasi dan Debarkasi Tahun 2017. --
Jakarta, 2017.
LL: 18 hlm.

HAJI TERPADU — KOMPUTERISASI - PETUGAS PENGELOLA

KEPMENKES Kemkes
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142 Indonesia. Kementerian Kesehatan,
[Peraturan Perundang-undangan] -
‘N 7 MF 2Q/342/2
Keputusan Menteri No. lil\.{ll()}MI,NKE,‘b/_’M../._(}] 7 ’
tanceal 18 Juli 2017 tentang Pedoman Nasional Pelavanan Kedokteray
el — — ‘-‘-A ”.b'1
Tata Laksana Sepsis. -- Jakarta, 2017.
LL: 82 him.

KEDOKTERAN ... - PELAYANAN — PEDOMAN NASIONAL

KEPMENKES \ ——

143. Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan]

Keputusan Menteri No. HK.01 6/2017
tanggal 15 Desember 2017 tentang P ugas Belajar Sumber Daya
Manusia Kesehatan di Ling nterian Kesehatan Tahun 2017,
-- Jakarta, 2017.

LL: 40 hlm.

TUGAS BEL SDM KESEHATAN - PESERTA

@@ Kemkes

1a. Kementerian Kesehatan,
[Peraturan Perundang-undangan]

Keputusan Menteri No. HK.02.02/MENKES/350/2017

tanggal 19 Juli 2017 tentang Rumah Sakit dan Balai Kesehatan Pelaksana

Layanan Tuberkulosis Resisten Obat. -- Jak
wagriony akarta, 2017.

TUBERKULOSIS RESIST

EN OBAT - -
RUMAH SAKIT .. PELAKSANA LAYANAN

KEPMENKES -
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145. Indonesia. Kementerian Kesehatan
[Peraturan Pcrundang-undangan]
Keputusan Menteri No. HK.(}l.()7/MENKES/3S]/2U17
tanggal 19 Juli 2017 tentang Panitia Pemberian Penghargaan bagi Tenaga

Keschatan Teladan di Puskesmas tingkat Nasional Tahup 2017. -
Jakarta, 2017. o

LL:9 hlm.

PENGHARGAAN - TENAGA KESEHATAN TELADAN _
PANITIA |
KEPMENKES \

(CS

146. Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan]
Keputusan Menteri No. HK.01.07/

tanggal 20 Juli 2017 tentang Tim Asistensi
Tahun 1438 H/2017 M. -- Jakart
LL: 4 him.

audi Bidang Kesehatan

KESEHATAN — AS] SAUDI - TIM

KEPMENKES Kemkes

147. Indonesia. terian Kesehatan.
eraturan Perundang-undangan]

al 21 Juli 2017 tentang Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI)
Tahun 1438H/2017M. -- Jakarta, 2017.
LL: 66 him.

KESEHATAN — HAJI INDONESIA - TIM

KEPMENKES Kemkes
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148. Indonesia. Kementerian Keschatan.
[Peraturan Perundang-undangan] , -
Keputusan Menteri No. HK.01.07 MENKI:_S-".%‘):’Z(H 7
tanceal 26 Juli 2017 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran
Tm:;Lal-;snna Infeksi Intraabdominal. -- Jakarta, 2017.

LL: 73 him.

INFEKSI INTRAABDOMINAL —~ PELAYANAN KEDOKTERAN
PEDOMAN NASIONAL

KEPMENKES \ Kemkes

149. Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan]
Keputusan Menteri No. HK.01. K 66/2017
niia Penyelenggara Konferensi

tanggal 2 Agustus 2017 tefitang¥Pa
Nasional Promosi Keseha -7 Ta 2017. -- Jakarta, 2017.
LL: 20 hlm.
PROMOSI KES$ NFERENSI NASIONAL - PANITIA
A

PENYELEN

K@ Kemkes

150. Indonesia. Kementerian Kesehatan.
Peraturan Perundang-undangan)|
Keputusan Menteri No. HK.01.07/MENKES/367/201 ’

tanggal 18 Juli 2017 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran
Tata Laksana Epilepsi pada Anak. -- Jakarta, 2017.
LL: 79 hlm.

EPILEPSI ... - PELAYANAN KEDOKTERAN - PEDOMAN
NASIONAL

KEPMENKES Kemkes
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151. Indonesia. Kementerian Kesehatan,
[Peraturan Perundang-undangan]
Keputusan Menteri No. HK ()] 07/MENKES/370/2017

tanggal 7 Agustus 2017 tentang Perubahan atas Ke '
putusan Ment

Kesehatan  Nomor HK.()l.07/MENKES/139:‘2017 tentang Kor:nietn

Pelayanan Darah. -- Jakarta, 2017, ) :

LL: 5 hlm.

DARAH - PELAYANAN - KOMITE - PERUBAHAN

KEPMENKES \

152. Indonesia. Kementerian Kesehatan
[Peraturan Perundang-undangan]
Keputusan Menteri No. HK.01.07/ 017
tanggal 14 Agustus 2015 tentang K.I1.03.05.01 Dustira
sebagai Rumah Sakit Pendidi tama untuk Fakultas Kedokteran
Universitas Jenderal Ahmad '

LL: 5 hlm.

RS. TK.11.03.05.01 ST —RS. PENDIDIKAN

KEPME@ Kemkes
153. Ind esia@

enterian Kesehatan.
an Perundang-undangan]|
utusan Menteri No. HK.01.07/MENKES/372/2017
tanggal 24 Agustus 2015 tentang Komite Nasional Perubahan
Penggolongan Narkotika dan Psikotropika. -- Jakarta, 2017
LL: 9 him.

NARKOTIKA — PSIKOTROPIKA —~ PENGGOLONGAN ~ KOMITE
NASIONAL - PERUBAHAN

KEPMENKES Kemkes
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154. Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundan g-undangan] ‘
Keputusan Menteri No. HK.01.07/MENKES/ 391/2017 o
tanggal 14 Agustus 2017 tentang Tim Counterpart Bisnis  Proses
Kementerian Kesehatan. -- Jakarta, 2017.
LL: 11 him.

KEMENTERIAN KESEHATAN — BISNIS PROSES — TIM

KEPMENKES Kemkes

A

155, Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan]
Keputusan Menteri No. HK.01.07/M 932017
tanggal 15 Agustus 2017 tentan aftar Esensial Nasional. --
Jakarta, 2017.

LL: 48 him.

Mencabut KMK No 320/201

OBAT ESENSIAL NA —~ DAFTAR

KEPME Kemkes

156. 1a. kementenian Kesehatan.
rafuran Perundang-undangan]
Keputusan Menteri No. HK.01.07/MENKES/399/2017

anggal 18 Agustus 2017 tentang Panitia Penyelenggara Peringatan Hari
Kesehatan Nasional Ke-53 Tahun 2017. -- Jakarta, 2017.
LL: 8 him.

HARIKESEHATAN NASIONAL - PERINGATAN — PANITIA

KEPMENKES Kemkes



157. Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Pcrundang—undangan]
Keputusan Menteri No. HK.0O1 O7/MENKES/401
tanggal 22 Agustus 2017 tentang Pengangkatan Tenaga Kesehatan dal:
Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (Team Based) da]dlm

/2017

Mendukung Progr: antara Sehat Periode 11 T. s i
2(;..1117.u ung Frogram Nusantara Sehat Periode I Tahun 2017, _. Jakarta.
LL: 50 him.
TENAGA KESEHATAN - PROGRAM NUSANTARA SEHAT -
PENUGASAN KHUSUS '
KEPMENKES \kes

158. Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan)
Keputusan Menteri No. HK.01.07

tanggal 23 Agustus 2017 tentan
Sedunia Tahun 2017. -- Jakarga, 2%
LL: 6 hlm.

HARI HEPATITI IA —PERINGATAN -PANITIA

KEPMENKE Kemkes

159. menterian Kesehatan.

ran Perundang-undangan]
eputusan Mentert No. HK.01.07/MENKES/407:2017
tanggal 23 Agustus 2017 tentang Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan
Komite Farmasi Nasional. -- Jakarta, 2017.
LL: 3 him.

KOMITE FARMASI NASIONAL - KEANGGOTAAN —
PERPANJANGAN

KEPMENKES Kemkes
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160. Indonesia. Kementerian Kesehatan.

[Peraturan Perundang-undangan| ‘
Keputusan Menteri No. HK.01.07’MENKES/409/2017

tanceal 24 Agustus 2017 tentang Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis
Angkatan Keempat Tahun 2017. -- Jakarta, 2017.
LL: 18 him.

DOKTER SPESIALIS — WAJIB KERJA — PESERTA

KEPMENKES \

161. Indonesia. Kementerian Kesehatan.

[Peraturan Perundang-undangan|]
Keputusan Menteri No. HK.01.07/MENKE 12017

Kemkes

tanggal 29 Agustus 2017 ten im _Teknis Adaptasi Dampak
Perubahan Iklim Bidang Kesehatan. = Jakarta, 2017.

LL: 8 him.

IKLIM — KESEHAT TASI - TIM TEKNIS

KEPM Kemkes

162, Indonesia. Kementerian Kesehatan.
eraturan Perundang-undangan]
Keputusan Menteri No. HK.01.07/MENKES/453/2017

tangggl I'1 September 2017 tentang Daftar Obat Keadaan Darurat pada
Praktik Mandiri Dokter. -- Jakarta, 2017.
LL: 6 him.

OBAT KEADAAN DARURAT — DAFTAR — TIM PENYUSUN

KEPMENKES ke
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163. Indonesia. Kementerian Kesehatan,

[Peraturan Perundang-undangan]
Keputusan Menteri No. HK.0

idang Kesehatan Tahuy g, oo Hai
ng Kesehata hun 2 .
Jakarta, 2017. il 1ahun 2017M/1438H. -
LL: 79 hlm.

HAJI -~ EMBARKASI - DEBARKAS] PANITIA
PENYELENGGARA

KEPMENKES

kes

164. Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undan gan|

Keputusan Menteri No. HK.01 07/MENKES/
tanggal 20 September 2017 tentang Majeli§’ P

ertimbangan Penvyelesaian
Kerugian Negara di Lingkungan Kenpgénter; atan. -- Jakarta,
2017.

LL: 3 hlm.

MAJELIS PERTIMBANG PENYELESAIAN KERUGIAAN

NEGARA

KEPMEN @ Kemkes
165. Indon %{escbatan.

: e
[ an Perundang-undangan]
Kep enteri No. HK.01.07/MENKES/473/2017
nggal September 2017 tentang Pengangkatan Tenaga_ Kesehatan
alam Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Individual dalam

dukung Program Nusantara Sehat Periode | Tahun 2017. -- Jakarta,
2017.

LL: 83 him.

TENAGA KESEHATAN — PENUGASAN KHUSUS —
PENGANGKATAN

KEPMENKES Kemkes
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166. Indonesia. Kementerian Keschatan.
[Peraturan Perundang-undangan] G
Keputusan Menteri No. HK.01 07/MENKES/474/2017

tanceal 16 Oktober 2017 tentang Pedoman Nasional Pelayanan
Kc:j:\kteran Tata Laksana Penyakit Hirschprung. -- Jakarta, 2017.
LL: 31 him.

KEDOKTERAN... - PELAYANAN - PEDOMAN NASIONAL

KEPMENKES Kemkes

167. Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan]
Keputusan Menteri No. HK.01.07/ME /479/201

tanggal 27 September 2017 tentang Ko
AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria digindonesia.
LL: 10 him.
Mencabut KMK No 185/201

akarta, 2017.

AIDS ... - PENANGQL KOMITE KOORDINASI

KEPMENKES Kemkes

enterian Kesehatan.
an Perundang-undangan]
usan Menteri No. HK.01.07/MENKES/483/2017
tanggal 2 Oktober 2017 tentang Tim Penilai Jabatan Fungsional

crancang Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian
Kesehatan. -- Jakarta, 2017, '
LL: 6 him.

Mencabut KMK No 431/2016

PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN —
JABATAN FUNGSIONAL - TIM PENILAI

KEPMENKES Kemkes
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169. Indonesia. Kementerian Kesehatan

[Peraturan Pcrundang-undangan]

Keputusan Menteri No. HK.01.07 MENKES/484/2017
tanggal 3 Oktober 2017 tentang Besaran Penghasilan Penugasan Khusys
}ae;aaﬁz‘ 2}(()?7L.hatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat. -

LL: 5 hlm.

Mencabut KMK No 223/2016

TENAGA KESEHATAN - PROGRAM NUSANTARA SEHAT
PENGHASILAN o

KEPMENKES \

(CS

170. Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan)|
Keputusan Menteri No. HK.01.07/

tanggal 9 Oktober 2017 tentan

2017
n Laboratorium untuk

Surveilans Polio Lingkungan. -iak I.
LL: 5 hlm.
LABORATORIUM NS POLIO ... - PENUNJUKAN
KEPMENKE @ Kemkes

171. Indones enterian Kesehatan.
turan Perundang-undangan]|
Keputusan Menteri No. HK.01.07/MENKES 490 2017 N
ggal 10 Oktober 2017 tentang Penerima Bantuan Program Pend-ld[kan
Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Tahun 2017. -- Jakarta, 2017.

LL: 18 him.

DOKTER SPESIALIS ... - PENDIDIKAN — PENERIMA BANTUAN

emKkes
KEPMENKES e
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172. Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan] | S
Keputusan Menteri No. HK.01.07/MENKES/492/2017
taneeal 10 Oktober 2017 tentang Data Pusat Keschatan Masyarakat Pey
.‘\kflfr Juni Tahun 2017. -- Jakarta, 2017.
LL: 205 him.

PUSKESMAS — DATA

KEPMENKES Kemkes

173. Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan]
Keputusan Menteri No. HK.01.0Z/MENK 6/2017
tanggal 16 Oktober 2017 tentang Da Endemis Frambusia. -- Jakarta,
2017.
LL: 5 him.
Mencabut KMK No 2

DAERAH EN

KEPME S Kemkes

ja. Kementerian Kesehatan.
eraturan Perundang-undangan]
Keputusan Menteri No. HK.01.07/MENKES/497/2017

tanggal 16 Oktober 2017 tentang Komite Ahli Eradikasi Frambusia. --
Jakarta, 2017.

LL: 5 him.

ERADIKASI FRAMBUSIA — KOMITE AHLI

KEPMENKES Kemkes
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175. Indonesia. Kementerian Kesehatan
[Peraturan I’crundung—undangan]
Keputusan Menteri No. HEK (] O7T/MENKES/498/2(17
tanggal 16 Oktober 2017 tentang Tim Penanggulangan Malaria
Bukit Menoreh  di Kabupaten Purworejo  dan l{ahupatcn N

Provinsi Jawa Tengah serta Kabupaten Kulon Progo p
Istimewa Yogyakarta. -- Jakarta, 2017. )
LL: 7 him.

Terpadu
lagelang
rovinsi Daerah

MALARIA - TIM PENANGGULANGAN

KEPMENKES

emkes

176. Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan|
Keputusan Menteri No. HK.01.07/ ME

tanggal 19 Oktober 2017 tentang .

Indonesia Masa Bakti Tahun 2017-
LL: 4 him.

KOMITE INTERNSIP DO ONESIA - ANGGOTA

KEPMENK

Kemkes

24 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Tenaga K;s;hatan dalam
enugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Individual dalam
endukung Program Nusantara Sehat Periode 11 Tahun 2017. -- Jakarta,

2017.
LL: 48 him.
TENAGA KESEHATAN — INDIVIDUAL — PENUGASAN KHUSUS
~ PENGANGKATAN
.emkes
KEPMENKES Kemke
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178. Indonesia. Kementerian Kesehatan.

[Peraturan Perundang-undangan]| S, ;

Keputusan Menteri No. HK.01.07 MENKES/520/2017 -
tancoal 24 Oktober 2017 tentang Tim Upaya Percepatan Eliminasi
Ket:;mmn Akibat Katarak di Indonesia Tahun 2017. -- Jakarta, 2017.

LL: 7 him.

KATARAK — ELIMINASI KEBUTAAN — UPAYA PERCEPATAN -
TIM

KEPMENKES \Kcmkc.\

179. Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan
Keputusan Menteri No. HK.0L.0 /521/2017
tanggal 24 Oktober 2017 tentang Ko Ii Penanggulangan Difteri. --
Jakarta, 2017.

LL: 3 him.
DIFTERI - PE AN — KOMITE AHLI

KEPME Kemkes

180¢ Ind id. Kementerian Kesehatan.
raturan Perundang-undangan]
eputusan Menteri No. HK.01.07/MENKES/523/2017
tanggal 24 Oktober 2017 tentang Penerima Bantuan Program Pendidikan

Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Angkatan Kesembilan Belas
Tahap Ketiga Tahun 2017. -- Jakarta, 2017.
LL: 17 him.

DOKTER SPESIALIS ... - PENDIDIKAN — PENERIMA BANTUAN

KEPMENKES Kemkes
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181. Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Pcrundang—undangan|
Keputusan Menteri No, HK
tanggal 24 Oktober 2017 tenta
Penugasan Khusus Tenaga Ke
Mendukung P
2017.

LL: 57 him.

[.LO7/MENKES/524 2017
ng Pengangkatan Tenaga Kesehatan dalam
seh‘atan Berbasis Tim Team Based) dalam
rogram Nusantara Sehat Periode 111 Tahun 2017, .. Jakarta

TENAGA KESEHATAN - PENUG
PENGANGKATAN

KEPMENKES \

eC S

ASAN KHUSUS -

182. Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan)|
Keputusan Menteri No. HK.01.07'ME 525/2017

tanggal 24 Oktober 2017 tentang I

TENAGA KESEH
PEMBERHENT]

ENUGASAN KHUSUS -

KEP Kemkes

333, 1 “Kementerian Kesehatan.
raturan Perundang-undangan]

Keputusan Menteri No. HK.OI.O’],MENI‘(ES-SZS-ZOH _ -
tanggal 24 Oktober 2017 tentang Penunjukan Rumah Sakit Pelaksana
Layanan Hepatitis C. -- Jakarta, 2017.

LL: 85 him.

HEPATITIS C - RUMAH SAKIT — PENUNJUKAN

Kemkes
KEPMENKES

6l



184. Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan perundang-undangan]
/Y ‘ NKES/522/2
Keputusan Mentert No. HK.01.07 MLNi\'l-,SJfL._Ul 7
taneeal | November 2017 tentang Unit Pengelola Laporan  Harta
l\'cl:-kwnn Penvelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur

d ydad o e ‘,- . e . ’ ~
Sipil Negara di Lingkungan Kementernan Kesehatan. -- Jakarta, 2017.

LL: 10 hlm.

LHKPN -~ LHKSN — UNIT PENGELOLA

KEPMENKES \Kemkcs

185, Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan]
Keputusan Menteri No. HK.01.0Z4ME

tanggal 3 November 2017

Kementerian Kesehatan yan

Wilavah Bebas darn Korupgi (WBK) 1
LL: 4 him.

/2017
it Kerja di Lingkungan
erapkan Indikator menuju
n 2017. -- Jakarta, 2017.

KEMENTERI AN — WILAYAH BEBAS KORUPSI -
UNIT KERIJ

N Kemkes

%‘Cementen’an Kesehatan.

[Peraturan Perundang-undangan]
Keputusan Menteri No. HK.01.07/MENKES/577/2017
tanggal 10 November 2017 tentang Perpanjangan Masa Jabatan

Keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia. -- Jakarta, 2017.
LL: 3 him. ’

BPRS.INDONESIA - KEANGGOTAAN - JAB -
PERPANJANGAN i
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187. Indonesia. Kementerian Kesehatan.

[Peraturan Perundang-undangan)

Keputusan Menteri No. HK.02.01/MENKES/601/2017
tanggal 13 November 2017 tentang Peserta Wajib Ke
Angkatan Kelima Tahun 2017. -- Jakarta, 2017

LL: 2 him.

rja Dokter Spesialis

DOKTER SPESIALIS - WAJIB KERJA — PESERTA

KEPMENKES Kemkes

N\

dan Pembuluh
nal. -- Jakarta.

188. Indonesia. Kementerian Kesehatan.

[Peraturan Perundang-undangan]

Keputusan Menteri No. HK.01.07/MENKES,
tanggal 13 November 2017 tentang Rumah Sa
Darah Harapan Kita Jakarta sebagai Pusagfantung Nasi
2017.

LL: 5 hlm.

Mencabut KMK No 1102/2007

RS. JANTUNG DAN P H DARAH HARAPAN KITA
JAKARTA - PUSAT J IONAL

KEPMENKE Kemkes

emeénterian Kesehatan.
Perundang-undangan]
san Menteri No. HK.01.07/MENKES/603/2017
ggal 21 November 2017 tentang Pengangkatan Tenaga Kesehatan
dalam Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Individual dalam
Mendukung Program Nusantara Sehat Periode Il Tahun 2017. -- Jakarta,

ne

2017.

LL: 55 him.

TENAGA KESEHATAN - PENUGASAN KHUSUS -
PENGANGKATAN

KEPMENKES Kemkes
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190. Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan perundang-undangan| - .
Keputusan Menteri No. HK.01.07 MENKES/ 604 _()_I?

51 November 2017 tentang Satuan Tugas Percepatan

tanggal . ”
a Kementerian Keschatan. -- Jakarta, 201 7.

Pelaksanaan Berusah
LL: 5 him.

KEMENTERIAN KESEHATAN — PELAKSANAAN BERUSAHA
PERCEPATAN — SATUAN TUGAS

KEPMENKES \Kcmkcs

191. Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan]
Keputusan Menteri No. HK.01.07/ /606/2017
tanggal 21 November 2017 tegtang gPeta atan Kantor Pusat di

Lingkungan Kementerian Keselfata Jakafta, 2017.
LL: 106 hlm.
KEMENTERIAN KES — KANTOR PUSAT - PETA

JABATAN
KEPME Q/ bl

1920 In sial Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan]
eputusan Menter1 No. HK.01.07/MENKES/607/2017
tapggal 21 November 2017 tentang Laboratorium Rujukan Pemeriksaan
Difteri. -- Jakarta, 2017.
LL: 9 hlm.

LABORATORIUM - PEMERIKSAAN DIFTERI - RUJUKAN

KEPMENKES —



193. Indonesia. Kementerian Kesehatan
| Peraturan Perundang-undangan |
Keputusan Menteri No. HK 01 (7 MENKES/624/2017

tanggal 29 November 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Me
Kesehatan  Nomor HK.01.07 MENKES/479/2017 tentang .K:.I:rl::l
<] C

Koordinasi  Penanggulangan  AIDS. T -
: ange S, uberkulosis  dan  Malar:. |
Indonesia. -- Jakarta, 2017. Walaria di

LL: 3 him.

AIDS — TUBERKULOSIS - MALARIA

PENANGGULANGAN -
KOMITE -~ PERUBAHAN IULANGAN

KEPMENKES

194. Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan|
Keputusan Menteri No. HK.01.07/MENKES
tanggal 29 November 2017 tentang Paniy
Sedunia Tahun 2017, - Jakarta, 2017.
LL: 6 him.

Peringatangflari Penglihatan

HARI PENGLIHATAN SEDQ\I NGATAN - PANITIA

KEPMENKES Kemkes

195. Indonesd. n Kesehatan.
indang-undangan|
entert No. HK.01.07/MENKES/628/2017
esember 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri
an Nomor HK.02.02/MENKES/2016 tentang Penetapan Unit
erja di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagai Unit Ker_ia yang
ah Menerapkan Indikator Menuju Wilayah Bebas dart Korupsi
(WBK) Tahun 2016. -- Jakarta, 2017.

LL: 4 him.

KEMENTERIAN KESEHATAN — WBK — UNIT KERJA ~
PERUBAHAN

KEPMENKES Kemkes



196. Indonesia. Kementerian Kesehatan.

Peraturan Perundang-undangan] _‘
L’epulusan Menteri No. HK.01.07/MENKES/626/2017

taneeal 8 Desember 2017 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum
pusat Dr. H. Adam Malik Medan. -- Jakarta, 2017.

LL: 5 hlm.
Mencabut KMK No 256/2017; KMK No 289/2016

RSUP DR. ADAM MALIK MEDAN - DEWAN PENGAWAS

KEPMENKES \ Kemkes

197. Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan]

Keputusan Menteri No. HK.01.07/ /637/2017

tanggal 8 Desember 2017 tentan as Rumah Sakit Umum
Pusat Dr. Muhammad Hoesin Pa akarta, 2017.

LL: 5 him.

Mencabut KMK No 256 0 289/2016

RSUP DR. MUHAMMAD HOESIN PALEMBANG - DEWAN
PENGAWAS

KEPM S Kemkes
198. In 1a. Kementerian Kesehatan.
eraturan Perundang-undangan]
Keputusan Menteri No. HK.01.07/MENKES/638/2017

tanggal 8.Desember 2017 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Pusat
Otak Nasional Jakarta. -- Jakarta, 2017.
LL: 4 him.

RSP OTAK NASIONAL JAKARTA — DEWAN PENGAWAS

R Kemkes
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199. Indonesia. Kementerian Kesehatan
[Peraturan Perundang-undangan]
Keputusan Menteri No. HK 0] .07/

tanggal 13 Desember 2017 tentan
Obat Tradisional dari Tumbuhan O
LL: 608 him.

MENKES/640/2017

g Pe_mbcrlakuan Acuan Bahan Baky
bat di Indonesia. - Jakarta, 2017

OBAT TRADISIONAL ~ ACUAN BAHAN BAKL TUMBUHAN

KEPMENKES

200. Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan|
Keputusan Menteri No. HK.01.07/MENKES /6

tanggal 13 Desember 2017 tentang

Introduksi Imunisasi Japanese Enceph
2017.
LL: 5 him.

IMUNISASI JAPANESE EN ITIS - KAMPANYE ... -
PELAKSANAAN

KEPMENKES Kemkes

201. IndoneSia. 1an Kesehatan.

ndang-undangan]

enteri No. HK.01.07/MENKES/6422017

4 Desember 2017 tentang Pedoman Nasional Pelayanan
kteran Tata Laksana Penyakit Ginjal Tahap Akhir. -- Jakarta, 2017.
LL: 143 him.

KEDOKTERAN... - PELAYANAN - PEDOMAN NASIONAL

KEPMENKES Eputen
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202. Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Pcrund;mg-undangun] i e
Keputusan Menteri No. HK.01.07 MENKES 6542017
tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Dewan !’cngawux p;?d“
Tica Belas Politeknik Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Kementerian
Kg:schat;m vang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Pcriodc 2017-2022. -- Jakarta, 2017.

LL: 8 him.

POLITEKNIK KESEHATAN - DEWAN PENGAWAS

KEPMENKES \Kcmkcs

203, Indonesia. Kementerian Kesehatan.

[Peraturan Perundang-undangan|

Keputusan Menteri No. HK.01.07/ E 12017
tanggal 27 Desember 2017 tent akope Herbal Indonesia Edisi II.
-- Jakarta, 2017.

LL: 657 him.

FARMAKOPE H@ ESIA
m@% Kemkes
esl

ementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan]
eputusan Menteri No. HK.01.07/MENKES/657/2017
tanggal 27 Desember 2017 tentang Satuan Tugas Penertiban,

Penindakan, Penutupan, dan Pengamanan terh
Jakarta, 2017. g erhadap Apotek Rakyat. --

LL: 10 hlm.

L]

In

APOTEK RAKYAT — SATUAN TUGAS PENERTIBAN...

ok » Kemkes
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205. Indonesia. Kementerian Kesehatan
[Peraturan Perundang-undangan]

Keputusan Menteri No. HK.01.07/MEN KES/659,

2017
tanggal 28 Desember 2017 tent - :
5017 ang Formularium Nasiona] -. Jakarta,

LL: 145 hlm.
Mencabut KMK No 523/2015, KMK No 137/2016. KMK No 636 2016

FORMULARIUM NASIONAL

KEPMENKES
kes

206. Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Peraturan Perundang-undangan]
Keputusan Menteri No. HK.01.07/MEN

tanggal 28 Desember 2017 tenta

Farmakope Indonesia Edisi V. -- Jakarta. .
LL: 598 hlm.
FARMAKOPE INDONESI
KEPMENKES @

207. Indonésia. Kementerian Kesehatan.
a rundang-undangan]|
Menteri No. HK.01.07/MENKES/666/2017
9 Desember 2017 tentang Program Legislasi Kesehatan Tahun
. -- Jakarta, 2017.
LL: 59 him.

Kemkes

LEGISLASI KESEHATAN -~ PROGRAM

KEPMENKES Kemkes
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208. Indonesia. Kementerian Kesehatan.

G

[Peraturan Perundang-undangan]

Keputusan Menteri No. HK.01.07/111/3369/2017 |
33 Oktober 2017 tentang Penunjukan dan Penugasan Sumber

tanggal unju e ' ber
isia Kesehatan untuk Mengikuti Tugas Belajar Luar Negeri

Daya Mant A
Tahap Keempat Tahun 2017. - Jakarta, 2017,

LL: 5 hlm.

TUGAS BELAJAR — PENUNJUKAN

Kemkes

KEPMENKES \

SURAT EDARAN MENTERI KESEHATAN TAHUN 2017

209. Indonesia. Kementerian Kesehatan.

[Instruksi, Pengumuman,dsb.]
Surat Edaran Menter1 No. H
tanggal 13 Januar1 2017 tentang Petun

Kesehatan Nomor 31 h
Menter1  Kesehatan 0
registrasi, [zin Prak I
2017.

LL :26 hl

TENAG ASIAN - REGISTRASI, IZIN PRAKTIK... —
PE J KSANAAN - PERUBAHAN

2. enkes/24/2017

elaksanaan Peraturan Menteri
ntang Perubahan atas Peraturan
889/MENKES/PER/V/2011  tentang
erja Tenaga Kefarmasian. -- Jakarta,

l @KES Kemkes

210. Indonesia. Kementerian Kesehatan.

[Instruksi, Pengumuman, dsb.]
Surat Edaran Mepteri No. HK.02.01/Menkes/37/2017
tanggal 15 Januari 2017 tentang Pelaksanaan Eliminasi Penularan HIV,

Sifilis dan Hepatitis B dari Ibu ke Anak dj Indonesia. -- Jakarta, 2017
LL : 4 him. .

HIV —SIFILIS ... - ELIMINAS]I PENULARAN - PELAKSANAAN

SE.MENKE
i # Kemkes
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211. Indonesia. Kementerian Kesehatan
[Instruksi, Pengumuman, dsb.]
Surat Edaran Menteri No. UM 01 (3 MENKES/49/201 7
tanggal 26 Januari 2017 tentang Peringatan H'“ Car
2017. - Jakarta, 2017, gatan Hari Kanker Sedunia Tahyg
LL : 4 him.

HARI KANKER SEDUNIA - PERINGATAN

SE.MENKES Kemk
cmkes
212. Indonesia. Kementerian Kesehatan,
[Instruksi, Pengumuman, dsb.]
Surat Edaran Menteri No. HK.02.01 MENKES
tanggal 10 Februari 2017 tentang Mekanis Sponsorshi

sesual dengan Peraturan Menteri Kese

tentang Sponsorship bagi Tenaga Kesehafan. -4 aka a. 1_()lf.
LL : 7 him.

TENAGA KESEHATAN -
PELAPORAN

- MEKANISME

SE.MENKES Kemkes

213. Indonesi 1an Kesehatan.

KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN - BENCANA -
KESIAPSIAGAAN
SE.MENKES Kemkes
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214. Indonesia. Kementerian Keschatan.

[Instruksi, Pengumuman. dsb. ] o
Surat Edaran Menter No. HK.02.01 Menkes/125/2017 -
2017 tentang Tenaga Verifikator Internal di Fasilitas
[ingkat Lanjutan (FKRTL) vyang Berasal dari

rogram Jamkesmas (V1]). -- Jakarta, 2017.

tanggal 20 Maret

Keschatan Rujukan

Verifikator Independen P
LL : 4 him.

FKRTL — VI - TENAGA VERIFIKATOR INTERNAL

SE.MENKES \Kcmkcs

215. Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Instruksi, Pengumuman, dsb.]
Surat Edaran Menteri No. HK.02.0/ME S/153/2017
tanggal 11 April 2017 tentang E wPro Nasional Peningkatan
Peran serta Masyarakat dalam Pen Deteksi Dini Kanker pada
Perempuan Indonesia 2015-2019. 2017.
LL : 3 him.

DETEKSI DINI x@
SE.ME @

GRAM NASIONAL - EVALUASI

Kemkes

16. Indo . Kementerian Kesehatan.
struksi, Pengumuman, dsb.]

Surat Edaran Menteri No. HK.02.01/MENKES/158/2017
tzabnlg7gal 18 April 2017 tentang Kewaspadaan Penyakit Difteri. -- Jakarta,

LL: 3 him.

PENYAKIT DIFTERI - KEWASPADAAN

3 Kemkes
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217. Indonesia. Kementenan Kesehatan
[Instruksi, Pengumuman, dsb. |

Surat Edaran Menteri No. HK (2 () MENKES

tanggal 15 Mei 2017 tentang

202/2017

b PN <
hn_\clcnggaraan I'NI

Membangun Desa (TMMD) ke-99 Tahun 2017, -- Jakarts 5 ‘\Jm_j,--,__v__.-‘:‘
LL: 3 him. JaKarta, 2()]
TNI MANUNGGAL ... - PENYELI;.\'(i(J‘,\R_,\_.\\
SE.MENKES -
cmkes

218. Indonesia. Kementerian Kesehatan.

[Instruksi. Pengumuman, dsb.]

Surat Edaran Menteri No. HK.02.01 Me
tanggal 15 Mei 2017 tentang Penyel
Khusus Mudik Lebaran Tahun 2017

LL: 3 him.

SITUASI KHUSUS - MUDI AN - PENYELENGGARAAN

SE.MENKES § Kemkes

219. Jndonesia. K€émenterian Kesehatan.
si, Pengumuman, dsb.]
at Edaran Menteri No. HK.02.01 Menkes 238 2017
tanggal 8 Juni 2017 tentang Kriteria Batas Kadaluarsa Obat dan
Perbekalan Kesehatan Untuk Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan
Kesehatan. -- Jakarta, 2017.

LL: 3 him.
OBAT - PERBEKALAN KESEHATAN — KRITERIA BATAS
KADALUARSA

cemkes
SE.MENKES Kem



220. Indonesia. Kementerian Keschatan.
Instruksi. Pengumuman, dsb.]
I 3'\1 1”1 7

Surat Edaran Mentert No. HK.02.01/Menkes/322/2 / i |
pelaksanaan Bulan Kapsul Vitamm A

tanggal 2 Agustus 2017 tentang ul -
han Massal (POPM) Cacingan pada

Terintegrasi Pemberian Obat pencega
\ = 7 re ‘ g
Bulan Agustus Tahun 2017, -- Jakarta, 2017.
LL: 10 him.

OBAT PENCEGAHAN MASSAL - BULAN KAPSUL ... -
PELAKSANAAN

SE.MENKES Kemkes

221, Indonesia. Kementerian Kesehatan.
[Instruksi, Pengumuman. dsb.]
Surat Edaran Mentert No. HK.02.01

tanggal 18 September 2017 tenta Kanker Serviks dan
Pavudara Bulan Oktober 2017. -xJa

LL: 4 him.

KANKER SERVIKS P

SE.MENKES,

Kemkes

nenterian Kesehatan.
51. Pengumuman, dsb.]
daran Menter1 No. HK.02.01/Menkes/427/2017

angual 2 Oktober 2017 tentang Pelaksanaan Hari Penglihatan Sedunia
ahun 2017. -- Jakarta, 2017.
LL: 4 hlm.

HARI PENGLIHATAN SEDUNIA - PERINGATAN

SE.MENKES Kemkes
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223. Indonesia. Kementerian Kesehatan

[Instruks:, Pengumuman, dsb.|
Surat Edaran Menteri No, HK.02.01/Menkes/518/2017

tanggal & Noy ¢mber 2017 tentang Percepatan Eliminasi Kebutaan Akibat
Katarak di Indonesia Tahun 2017. -- Jakarta, 2017.
LL: 6 hlm.

KATARAK ~ ELIMINAS] KEBUTAAN — PERCEPATAN

SE.MENKES

D.  KEPUTUSAN  SEKRETARIS JENDERAL  KE! ERIAN
KESEHATAN TAHUN 2017

224, Indonesia. Sekretaris Jenderal.
[Peraturan Perundang-undangan]
Keputusan Sesjen No. HK.01.07/111/
tanggal 25 Januari 2017 tentang us Tenaga Medis dalam
rangka Percepatan Peningkat
Kesatu Tahun 2017. -- Jakarta,

LL: 15him.

TENAGA MED|@F~ P

Kemkes

ekretans Jenderal.

Peraturan Perundang-undangan]

eputusan Sesjen No. HK.02.02/111/052/2017

tanggal 6 Februari 2017 tentang Tenaga _Relaksana Pengadaan
Barang/Jasa pada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara. -- Jakarta,

2017.
LL: 4 hlm.

2235,

PENGADAAN BARANG/JASA — KEUANGAN DAN BMN —
TENAGA PELAKSANA

KEP.SESJEN Kemkes

f



226, Indonesia. Sekretaris Jenderal.
[Peraturan perundang-undangan] B .
1 No. HK.02.02/111/053/2017

_eputusan Sesjel , _ e s
el ‘ 10 Tim Evaluasi Program Kementerian

tangeal 8 Februart 2017 tentat
Kesehatan. -- Jakarta, 2017.
LL: 8 hlm.

PROGRAM KEMENTERIAN KESEHATAN — TIM EVALUASI

KEP.SESJEN Kemkes

237 Indonesia. Sekretaris Jenderal.
[Peraturan Perundang-undangan|
Keputusan Sesjen No. HEK.02.02/ 1110602017
taneeal 13 Februari 2017 tentang Tim Perencana
Tahun 2017. -- Jakarta, 2017.
LL: 8 him.

Keschatan

PROGRAM — KEMENTERIAN KESEHA = PERENCANA

KEP.SESJEN Kemkes

228, Indonesia. Sekretaris Jenderal.
[Peraturan Perundan

064/2017
ang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus
ronik Buku Kesehatan Jemaah Haji (E-BKJH)

'SESIEN Rasditas

229. Indonesia. Sekretaris Jenderal.
[Peraturan Perundang-undangan]
Keputusan Sesjen No. HK.02.02/111/065/2017
tanggal 16 Februari 2017 tentang Pembentukan Tim Pengendalian dan

Pemamuap Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan
Kementerian Kesehatan. -- Jakarta, 2017,
LL: 7 him.

ANGGARAN - TIM PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN

KEP.SESJEN Kemkes
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230. Indonesia. Sckretaris Jenderal
[Peraturan I’crumlung-undangan]
Keputusan Sesjen No. HK.02.02/111/075/2017
t;i.]::fjiz:.ll] l\lilarcl 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris
4 a emenkes  Nomor HK.02.03/11/SK/178/2016 tentang
Penugasan  Khusus Vektor dalam rangka Percepatan Peningkatan

!)’;I]a%fanan Medik Spesialistik Angkatan Ketujuh Tahun 2016. -- Jakarta,

LL: 4 hlm.
KEMENTERIAN KESEHATAN - ANGGARAN - TIM PENYUSUN

KEP.SESJEN mkes

231. Indonesia. Sekretaris Jenderal.,
[Peraturan Perundang-undangan]
Keputusan Sesjen No. HK.02.02411/
tanggal 1 Maret 2017 tentang Pe
rangka Percepatan Peningkatan
Kedua Tahun 2017. -- Jak

LL: 13 him.

sus Tenaga Medis dalam

ayaman Medik Spesialistik Angkatan

TENAGA MEDI UGASAN KHUSUS

KEP. Kemkes

232, »Sekretaris Jenderal.
eraturan Perundang-undangan|]
eputusan Sesjen No. HK.02.02/111/078/2017 . -
tanggal 7 Maret 2017 tentang Tim Unit Pengendalian Gratifikasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan. -- Jakarta, 2017.

LEz T hlnl,
Mencabut Kepsesjen No 256/2014

GRATIFIKASI — TIM UNIT PENGENDALIAN

KEP.SESJEN Kemkes

i1



233 Indonesia. Sekretanis Jenderal.

[Peraturan Perundang-undangan]

Keputusan Sesjen No. HK.02.02 1110812017 - -
tanoeal 10 Maret 2017 tentang Tim Penyusunan dan Tim Revisi Rencana
I\'ctf|:1 Anggaran Kementerian Negara Lembaga (RKA-K'L) Kementerian
Keschatan Tahun 2017, -- Jakarta, 2017,

LL:9hlm.

Mencabut Kepsesjen No 0512017

ANGGARAN - RKA K/L — TIM PENYUSUNAN - TIM REVISI
RENJA

KEP.SESJEN kes

234. Indonesia. Sekretaris Jenderal.
[Peraturan Perundang-undangan]
Keputusan Sesjen No. HK.02.02/111
tanggal 4 Apnil 2017 tentang Penfigas Tenaga Medis dalam
rangka Percepatan Peningkatan Pelayanan™¥edik Spesialistik Angkatan
Ketiga Tahun 2017. -- Jaka

LL: 11 him.

TENAGA MEDIS4PE! KHUSUS

KEP.SESJ Kemkes

(o]
W)
il

donggra. Sclfretaris Jenderal.

[Pe n Perundang-undangan]
tusan Sesjen No. HK.02.02/111/105/2017
tanggal 5 April 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris
enderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.03/11I/SK/197/2016
tentang Penugasan Khusus Tenaga Medis dalam rangka Percepatan

Peningkatan Pelayanan Medik Spesialistik Angkatan Kesebelas Tahun
2016. -- Jakarta. 2017,

LL: 4 him.

TENAGA MEDIS — PENUGASAN KHUSUS ~ PERUBAHAN

KEP.SESJEN Wohiitan

78



236. Indonesia Sekret

aris Jenderal
[Peraturan p

crundang-undangan]

Keputusan Sesjen No. HK.01.07/H.v/145/2017

tanggal 23 Mei 2017 ten

Izin Belajar Bagi p

Kesatu Tahun 2017,
LL: 43 him.

ltang Peserta Pemutihan Tugas Belajar dan/atau

cgawal Negeri Sipil Kementerian Kesehatan Tahap
-- Jakarta, 2017.

TUGAS BELAJAR — [7IN BELAJAR - PESERTA PEMUTIHAN

KEP SESJEN k

237. Indonesia. Sekretaris Jenderal,
[Peraturan Perundang-undangan]
Keputusan Sesjen No. HK.02.02/11/155/

tanggal 5 Juni 2017 tentang Pengelolally’
Cetak di Lingkungan Kementeria
LL: 5 him.

"Signage dan Media
akarta, 2017.

TENAGA MEDIS - PE USUS

KEP.SESJEN Kemkes

etaris Jenderal.

an Perundang-undangan|

eputusan Sesjen No. HK.02.02/’11/160/‘2017 ‘ .

tariggal 9 Juni 2017 tentang Tim Media Sosial Bidang Kesehatan. --

Jakarta, 2017.
LL: 11 hlm.

238.

MEDIA SOSIAL - TIM

Kemkes
KEP.SESJEN e
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239 Indonesia. Sekretaris Jenderal.
[Peraturan Perundang-undangan |
Keputusan Sesjen No. HK.02.02/11 165/2017
tanceal 15 Juni 2017 tentang Tim Pengelola Unit Layanan Terpadu &
Kementerian Kesehatan. -- Jakarta, 2017.
LL:4him.

UNIT LAYANAN TERPADU - TIM PENGELOLA

KEP.SESJEN Q\ch

240. Indonesia. Sekretaris Jenderal.
[Peraturan Perundang-undangan]
Keputusan Sesjen No. HK.02.02/11/169/
tanggal 16 Juni 2017 tentang Penug:
rangka Percepatan Peningkatan Pelgya
Kelima Tahun 2017. -- Jakarta, 201
LL: 10 him.

sus®Penaga Medis dalam
ed Spesialistik Angkatan

TENAGA MEDIS - Pk

KEP.SESJE! Kemkes

retaris Jenderal.

cratliran Perundang-undangan]

¢putusan Sesjen No. HK.02.02/11/171/2017

nggal 21 Juni 2017 tentang Penugasan Khusus Tenaga Medis dalam

rangka Percepatan Peningkatan Pelayanan Medik Spesialistik Angkatan
Keempat Tahun 2017. -- Jakarta, 2017.
LL: 10 him.

TENAGA MEDIS -~ PENUGASAN KHUSUS

KEP.SESJEN Kemkes

80



249 i :
242, Indonesig Sckretaris Jenderal

[Peraturan I’uululung-umlungun|

Keputusan Sesjen No. HK.02.02/11172/2017
tanggal 22 Jupi 2017 tentang Ty
Kesehatan. -- lakarta, 2017,

LL: 5 him.

M Penyusunan Program Legislasi

PROGRAM LEGISLAS] KESEHATAN - TIM PENYUSUNAN

KEP.SESJEN KL‘I\

243. Indonesia. Sekretaris Jenderal.
[Peraturan Perundang-undangan)
Keputusan Sesjen No. HK.02.02 11/181/2

tanggal 7 Juli 2017 tentang Peserta Pe

dalam rangka Percepatan Peningkat

Angkatan keenam Tahun 2017, --
LL: 9 him.

sus Tenaga Medis
Medik Spesialistik

TENAGA MEDIS - PE

KEP.SESJEN Kemkes

Ind@nesia §el#taris Jenderal.

an Perundang-undangan]|

eputusan Sesjen No. HK.02.02/11/187/2017 ‘
val 14 Juli 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris
Jenderal Kementerian kesehatan Nomor HK.02.03/'lIlf’222/2016‘ tentang
Penugasan Khusus Tenaga Medis dalam rangka Percepatan Peningkatan
Pelayanan Medik Spesialistik Angkatan Kedua Belas Tahun 2016. --

Jakarta, 2017.
LL:3 hlm.

244.

TENAGA MEDIS - PENUGASAN KHUSUS - PERUBAHAN

k
KEP.SESJEN Kemkes

81



245, Indonesia. Sekretaris Jenderal.
[Peraturan Perundang-undangan]|
Keputusan Sesjen No. HK.02.02/11)223/2017
tanggal 16 Agustus 2017 tentang Tim Pengalihan Pengelolaan Balay

Pelatihan Tenaca Kesehatan Mataram kepada Kementerian Keschatan. -

Jakarta, 2017.
LL:6hlm.

PENGELOLAAN - BALAI PELATIHAN TENAGA KESEHATAN
MATARAM — TIM PENGALIHAN

KEP.SESJEN \nm

246. Indonesia. Sekretaris Jenderal.
[Peraturan Perundang-undangan]
Keputusan Sesjen No. HK.02.02,

tanggal 5 September 2017 tentar

Medis dalam rangka Perc

Spesialistik Angkatan Ketuj
LL: 12 him.

enugasan Khusus tenaga
ingkatan  Pelayanan Medik
. -- Jakarta, 2017.

TENAGA MEDJ#- P ASAN KHUSUS

Kemkes

247.
erundang-undangan|
Sesjen No. HK.02.02/11/267/2017
tanggalF29 September 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris
ral Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/111/171/2017 tentang
eserta Penugasan Khusus Tenaga Medis dalam rangka Percepatan

Peningkatan Pelayanan Medik Spesialistik Angkatan K
2017. - Jakarta, 2017 gkatan Keempat Tahun
LL: 4 hlm.

TENAGA MEDIS - PENUGASAN KHUSUS —~ PERUBAHAN

KEP.SESJEN Kemk
emkes

82




248.

249,

250.

Indonesia. Sekretaris Jenderal.
[Peraturan I’urumiangundanuan]
Keputusan Sesjen No. HK.()i(l.‘l/ll/Z?l/?.Ol?’

tanggal 6 Oktober 2017 tentang Tim Kerj

a Rencana Aksi Pengembangan
Permodelan Masyarakat Tahan Ben : v

cana Bidang Ke '
Lamteura, -- Jakarta, 2017 e e bes
LL: 7 him.
MASYARAKAT TAHAN BENCANA - RENCANA AKSI - TIM
KERJA
KEP.SESJEN kes

Indonesia. Sekretaris Jenderal.
[Peraturan Perundang-undangan)

Keputusan Sesjen No. HK.02.02/11/282/20)
tanggal 10 Oktober 2017 tentang Pes
Medis dalam rangka Percepatan gPen

gasan Khusus Tenaga
Pelayanan Medik

arta, 2017.
LL: 10 hlm.

TENAGA MEDIS - PE

KEP.SESJEN Kemkes

s Jenderal.

ndang-undangan]

esjen No. HK.02.02/11/297/2017

Oktober 2017 tentang Peserta Penugasan Khusus Tenaga
dalam rangka Percepatan Peningkatan Pelayanan Medik
ialistik Angkatan Kesembilan Tahun 2017. -- Jakarta, 2017.

LL: 11 hlm.

kre

TENAGA MEDIS — PENUGASAN KHUSUS

KEP.SESJEN S

83




251, Indonesia. Sekretaris Jenderal.

[Peraturan Perundang-undangan]

Keputusan Sesjen No. HK.02.02/11/305/2017 |
aneval 3 November 2017 tentang Peserta Penugasan Khusus Tenaga
Medis  dalam rangka Percepatan  Peningkatan Pelavanan  Mcedik
Spesialistik Angkatan Kesepuluh Tahun 2017, -- Jakarta, 201 7.

LL: 11 him.

TENAGA MEDIS - PENUGASAN KHUSUS

KEP.SESJEN Vnm

232, Indonesia. Sekretaris Jenderal.

[Peraturan Perundang-undangan]

Keputusan Sesjen No. HK.02.02/Il/
tanggal 6 Desember 2017 tentang
Medis dalam rangka Percepafan
Spesialistik Angkatan Kesebe

LL: 12 him.

gasan Khusus Tenaga
katan  Pelayanan  Medik
. -- Jakarta, 2017.

TENAGA MEDI@ N KHUSUS
KEP.SESIJ Kemkes
S1a. S¢kretaris Jenderal.

n Perundang-undangan]
usan Sesjen No. HK.02.02/11/358/2017

tanggal 21 Desember 2017 tentang Peserta Pemutihan Tugas Belajar dan

zin_ Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan Tahap
Ketiga Tahun 2017. -- Jakarta, 2017.
LL: 91 him.

TUGAS BELAJAR - IZIN BELAJAR — PESERTA PEMUTIHAN

KEP.SESJEN e
>mkes

84



E: SURAT EDARAN SEKRET ' '
v ARAN SE “FARIS JENDERAL KEMENT '
KESEHATAN TAHUN 2017 e

254.  Indonesia. Sekretaris Jenderal
[Peraturan Pcrundung-undanganl
Keputusan Sesjen No. HK.02.02/H.1321/2017
tanggal 8 Februari 2017 tentang P
Belajar bag; Pegawai Negeri Sipil
2017.
LL: 91 him.

emutihan Tugas Belajar dan Izin

Kementerian Kesehatan. -- Jakarta,

TUGAS BELAJAR - IZIN BELAJAR - PESERTA PEMUTIHAN

SE.SESJEN mke

255, Indonesia. Sekretaris Jenderal.
[Peraturan Perundung—undangan]
Keputusan Sesjen No. HK.02.02/111/1015

tanggal 4 April 2017 tentang Himbau
Menggunakan Lampu Swabalast da
Berlabel Tanda Hemat Energi _di
Kesehatan. -- Jakarta, 2017.
LL: 5 him.

ngadakan dan/atau
ondisi Udara yang
Kantor Kementerian

HEMAT ENERGI - S ALAST - PIRANTI
PENGKONDISI UJFAR

Kemkes

retaris Jenderal.
an Perundang-undangan]
eputusan Sesjen No. HK.02.02/111/1038/2017 o
tanggal 7 April 2017 tentang Etika Berbusana di Lingkungan Kantor
Kementerian Kesehatan. -- Jakarta, 2017.
LL: 2 him.

BUSANA — ETIKA

k
SE.SESJEN S

85



257 Indonesia. Sekretaris Jenderal.
[Peraturan Perundang-undangan |
Keputusan Sesjen No. HK.02.02/111 10462017
tanggal 10 April 2017  tentang Pelaksanaan  Pemantauvan  dan
Pengendalian Jentik Nyamuk. -- Jakarta, 2017.
LL: 2 hlm.

NYAMUK JENTIK - PEMANTAUAN — PENGENDALIAN

SE.SESJEN Kemkes

N\

258. Indonesia. Sekretaris Jenderal.
[Peraturan Perundang-undangan]
Keputusan Sesjen No. HK.02.02/1346/2017

tanggal 10 Mer 2017 tentang DukungangBidang Kes€hatan. -- Jakarta,
2017.

LL: 2 hlm.

KESEHATAN - DUKUNG/%

SE.SESJEN @:‘ Kemkes

0 Juni 2Q17 tentang Penggunaan Dana Dekonsentrasi Program
gan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya
ementerian Kesehatan dan Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan

esehatan Nasional Tahun Anggaran 2018, -- Jakarta, 2017.
LL: 35 him.

DANA DEKONSENTRASI - JKN — PROGRAM D )
MANAJEMEN oo

SE.SESJEN T
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260.  Indonesia. Sekretaris Jenderal.
[Peraturan Pcrundang-undangan]
Keputusan Sesjen No. HK.02.02/111/2692/2017

tanggal 29 Agustus 2017 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Arus

Mudik dan Balik Hari Raya Idul Adha 2017 H/1438 M -- Jakarta, 2017.
LL: 3 hlm.

ARUS MUDIK BALIK - IDUL ADHA — KESEHATAN -
PENYELENGGARAAN

SE.SESJEN \

261. Indonesia. Sekretaris Jenderal.
[Peraturan Perundang-undangan)|
Keputusan Sesjen No. HK.02.02/111/27
tanggal 13 September 2017 tentang Dfkun
dan Introduksi Imunisasi Measles Rubélla (M
Jakarta, 2017.

LL: 2 him.

rangka Kampanye
un 2017 dan 2018. --

IMUNISASI - MEASLE A — PESERTA PEMUTIHAN

SE.SESJEN@ Kemkes

kretaris Jenderal.
ran Perundang-undangan|
putusan Sesjen No. HK.02.02/111)2941/2017
tanggal 24 Agustus 2017 tentang Penggunaan K_aos Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat (Germas) di Lingkungan Kementerian Kesehatan. -- Jakarta,
2017.

LL: 4 him.

GERMAS — KAOS

SE.SESJEN -
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263.  Indonesia. Sekretaris Jenderal.
[Peraturan Perundang-undangan]|
Keputusan Sesjen No. HK.02.02/111/3042/2017
tanggal 6 Oktober 2017 tentang Kewenangan Kepala Satuan Kerja atau
Atasan Kepala Satuan Kerja dalam Menvelesaikan Kerugian Negara di
Lingkungan Kementerian Keschatan. -- Jakarta, 2017.
LL: 3 him.

KERUGIAN NEGARA — KEMENTERIAN KESEHATAN —
KEWENANGAN - KEPALA SATUAN KERJA

2
N
2
O
&
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INDEKS SUBYEK

Nomor Urut

AIDS NASIONAL -~ KOMISI PENANGGULANGAN SEKRETARIAT

AlIDS NASIONAL PENANGGULANGAN - SliKRETARIA"I; K()M[Sl

AIR -~ KESEHATAN LINGKUNGAN - STANDAR BAKU MUTU- | 3

ALAT KESEHATAN — ALAT KESEHATAN DIAGNOSTIK IN VIFRO— .............................. :
PKRT — IZIN EDAR

ALAT KSEHATAN — ALAT KESEHATAN DIAGNOSTIK IN VITRO -
TATA NIAGA IMPOR -~ PKRT

ALAT KESEHATAN -~ KLINIK

ALAT KESEHATAN ...

ANGGARAN

g

ARUS MUDIK LEBARAN... - TIM KESEHATAN........... &

ASIAN GAMES XVIII - KESEHATAN - TIM PENYELENGS

BANGUNAN GEDUNG KANTOR — POLITEKNIK KES

BIDAN — PENYELENGGARAAN PRAKTIK - 27
CACINGAN - PENANGGULANGAN ... 15
CUTI BERSAMA ... — PETUGAS PIKEF .. Moo e 92
DAFTAR OBAT ESENSIAL NASI 76
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK 10
DANA DEKONSENTRASI - P 25
DARAH — PELAYANAN 2 KOMREIIRL .7 oottt sssessssssss s st sessssssesasaens 88
DEWAN PENGAWAS 4 R IT — BLU.....ccctiiiniiiccinnsicneissnsssssnanssassassesasnesesassanans 119
DOKTER INDONE — ANGGOTA - MASA KERJA - PERPANJANGAN ........ 103
DOKTER LAY — IMPLEMENTASI - KELOMPOK KERJA...............ccccueuue.. 114
DOKTER LAY R — PENDIDIKAN - BANTUAN BIAYA ..., 124
DOKTER... NTERNSIP - PENYELENGGARAAN...........ccconiimnninsnnsnicsssanss 37
DOKTER SPESRLIS — DOKTER GIGI SPESIALIS — PPDS/PPDGS..........ooiieccinnn, 97
BODKTER SPESIARIS — KOMITE — PERUBAHAN..........cccosninininnininnanninnssansnmsanssssssssssssssssas 61
BOKTER SPESIALIS — WAJIB KERJA - PESERTA .......cinccanicniinenns 75,101, 138
DOKTER SPESIALIS ... - PENDIDIKAN — PENERIMA BANTUAN ... 107
ELIMINASI CAMPAK ... - KELOMPOK KERJA NASIONAL ..o 9%
ELIMINASI CAMPAK... — VERIFIKASI NASIONAL — KOMITE ... 93
BEMONEV — PENGHARGAAN.......cooiiiiiiiiineininiesieissesssssssasssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssss 63
EPISENTER PANDEMI INFLUENZA — SIMULASI ... - TIM PENYELENGGARA ... 125
IR ADIKASI FRAMBIUSIA ........coicinttieimnisstissstasisstssssssssssssssssssstsssasssssssssassasssssstssasssssssssssssssaass 8
ERADIKASI POLIO - NATIONAL AUTHORITY FOR CONTAINMENT —~ KOMITE ... 69

89




FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN - PENCEGAHAN... - INFEKSI PEDOMAN o,

FORMULARIUM NASIONAL — PENYUSUN ~ KOMITE NASIONAL oo Y
GIZI - STANDAR MUTU._. -~ KELOMPOK KERJA oo — 7K
G1Z] MASYARAKAT ~ STANDAR ANTROPOMETRI - KELOMPOK KERJA oo 60
HAJL - TENAGA PENDUKUNG - PENGADAAN - PEDOMAN. oo 0
HAJI TERPADU - KOMPUTERISASI - PETUGAS PENGELOLA L.oooooiiivniiiiinni 140
HARI KANKER SEDUNIA — PERINGATAN ~PANITIA .ccccccoiimnmnssmmnsssssnsssssssnne 62
HARI KESEHATAN SEDUNIA — PERINGATAN — PANITIA ..cooooovviivmmmmmnmmmnmnnnenensnnsssesee %
HARI MALARIA SEDUNIA — PERINGATAN - PANITIA 106
HARI PENDENGARAN SEDUNIA — PERINGATAN — PANITIA ....oooovvveoveeeesguevsesesssenssnnnans 100
HARI TUBERKULOSIS SEDUNIA — PERINGATAN — PANITIA .......oooos. v 95
HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS — SIFILIS - HEPATITIS B : ANRK
ELIMINAST PENULARAN oo T 16
IKLAN KESEHATAN -~ PENGAWASAN TERPADU — TIM oooooooo e oo 85

IMUNISASI - DEMONSTRASI - PELAKSANAAN...............

IMUNISASI - KAMPANYE... - PELAKSANAAN ..........4...} 30
12

IMUNISASI - PENYELENGGARAAN ... gl g

INDUSTRI FARMASI DAN ALKES — PEN
JABATAN FUNGSIONAL — INPASSI ¥t

JABATAN FUNGSIONAL K
JABATAN FUNGSIONAL K

A — KANKER LEHER RAHIM -

PENANQGULANGAN ~ PERUBAHAN ..o 28
KEDOKTERAN... - PELAYANAN — PEDOMAN NASIONAL oo 71, 87
KEMENTERIAN KESEHATAN — LOGO — PENGGUNAAN oo 7
KEMENTERIAN KESEHATAN - PENYELENGGARA NEGARA -

HARTA KEKAYAAN —PELAPORAN ..........oooeoooeoeeeoeeeoeeeeooeoooeooo 34
KEMENTERIAN KESEHATAN — PNS -~ PAKAIAN DINAS HARIAN - PERUBAHAN . 22
KEMENTERIAN KESEHATAN -~ SASARAN KERJA PEGAWA]

STANDAR TEKNIS — TIM PENYUSUN ... 82
KEMENTERIAN KESEHATAN — UNJUK RASA - PENANGANAN _

TATA HUBUNGAN KERJA 36




KEMENTERIAN KESEHATAN WEBSITE — TIM PENGELOLA TERPADU

KESEHATAN -~ PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PF[)()MI\\ .... “-i-l
KESEHATAN - RISET KETENAGAAN - TIM 64
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